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KONDISI UMUM PASAR MODAL INDONESIA SEPANJANG TAHUN 2009

Indeks Harga Saham Gabungan

IHSG BEI pada akhir perdagangan hari Kamis tanggal 29 Desember 2009 kemarin
ditutup pada posisi 2.518,99 poin atau naik 85,85% dibanding dengan indeks
penutupan pada akhir hari perdagangan tahun 2008 yang berada pada posisi
1.355,40.

Peningkatan serupa juga dialami indeks utama beberapa bursa efek di kawasan Asia
Pasifik sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini.

Bursa Efek 31 Desember 08 29 Desember 2009 %
Shenzhen 553,30 1.191,07 115,27
Indonesia 1.355,40 " 2.518,99 85,85
Mumbai 9.647,31 17.401,56 80,38
Shanghai 1.820,80 3.211,76 76,39
Taiwan 4.591,22 8.053,83 75,42
Thailand 449,96" 742.16 64.94
Philipina 1.872,85 7 3.052,68 62,99
Singapore 1.761,56 2.869,76 62,91
HongKong 14.387,48 21.499,44 49,43
Malaysia 876,75 1.275,22 45,45
DowJones 8.776,39 10.547,08 20,18
Japan 8.859,56" 10.638,06 20,07

) Indeks penutupan per tanggal 30 Desember 2008
)Indeks penutupan per tanggal 24 Desember 2008

Nilai Kapitalisasi Pasar dan Transaksi Saham di BEI

Seiring dengan kenaikan IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham BEI juga mengalami
peningkatan sebesar 86,41%, dari Rp 1.076,5 triliun pada akhir perdagangan tahun
2008 menjadi Rp 2.006,7 triliun per tanggal 29 Desember 2009 kemarin.

Sebaliknya dari sisi total nilai transaksi saham di BElI sampai dengan tanggal 29
Desember 2009 mencapai Rp 973,0 triliun, mengalami penurunan sebesar 8,6%
dibanding dengan total nilai transaksi tahun 2008 sebesar Rp 1.064,5 triliun.

Begitupula nilai transaksi rata-rata harian saham di BEI tahun ini juga mengalami
penurunan sebesar 8,78 %, dari Rp. 4,44 trilyun/hari di tahun 2008 menjadi sebesar
Rp. 4,05 triliun/hari di tahun 2009.

Transaksi Obligasi

Berdasarkan data dari sistem Penerimaan Laporan Transaksi Efek (PLTE), total nilai
pelaporan dan tingkat kepatuhan pelaporan partisipan periode 2 Januari s/d. 28
Desember 2009 adalah sebagai berikut:
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Total Nilai Pelaporan
(Milyar Rp)

Rata-rata Nilai

\[o} Instrumen Total Nilai
Pelaporan

Pelaporan Harian

1. Surat Berharga Negara *) 793.687,29 3.320,87
2. Surat Utang Negara **) 743.870,36 3.112,43
3. Obligasi Republik Indonesia 43.539,47 182,17
4, Obligasi Sukuk Negara Ritel 6.277,47 369,26
5. Obligasi Korporasi Rupiah ***) 36.049,58 150,84
6. Obligasi Syariah & Sukuk Korporasi 2.332,18 9,76

Catatan :

*)  Surat Berharga Negara terdiri dari Obligasi Negara, ORI, SPN, SBSN dan Sukuk Negara
Ritel

**) - Surat Utang Negara terdiri dari Obligasi Negara, SPN dan SBSN

***) Obligasi Korporasi Rupiah terdiri dari Obligasi Korporasi Konvensional dan EBA.

PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL DI TAHUN 2009

Perkembangan Emisi Efek.

1 Emisi Saham Perdana 17 emiten 12 emiten (29,41
2 Nilai Emisi Saham Perdana Rp 23}8triliun Rp.3,72 triliun (84,B)
3 Emisi HMETD 25emien 14 emiten (4400)
4 Nilai Emisi HMETD Rp 55,@triliun Rp.1083triliun (80.47)
5 Emisi Obligasi Korporat 19 emiten 28 emiten 47,37
6 Nilai Emisi Obligasi Korpora Rp 8,1 triliun Rp. 3,09triliun 99,22
7. Penawaran Umum oleh - 1 -
Pemegang Saham
8. Nilai Penawaran Umum olef - Rp. 20,7 miliar -
Pemegang Saham

Dalam periode yang sama, Bapepam-LK juga telah mengeluarkan 11 surat

Pernyataan Efektif terkait dengan aksi korporasi berupa:

- Penggabungan usaha (2 Pernyataan Pendaftaran); dan
- Penawaran Tender (9 Pernyataan Pendaftaran).

Perkembangan Industri Pengelolaan Investasi Pasar Modal

Secara umum dapat dikatakan bahwa tahun ini proses pemulihan industri Reksa Dana
dari krisis yang terjadi tahun sebelumnya relatif cukup cepat. Beberapa kebijakan yang
telah diambil tahun ini secara signifikan telah memberikan dampak positif pada
perkembangan industri Reksa Dana. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:
pengembangan produk baru berupa penerbitan KIK-EBA pertama diawal tahun dan
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disusul kemudian penerbitan berikutnya di bulan Oktober; kebijakan relaksasi atas
beberapa ketentuan terkait pengelolaan Reksa Dana dalam rangka penanganan krisis
yang terjadi sejak akhir tahun 2008; peningkatan capacity building, risk management
dan compliance Manajer Investasi melalui pemetaan dan penataan serta workshop
khusus compliance dan risk management bagi seluruh Manajer Investasi; dan
pembenahan sisi distribusi melalui pemeriksaan kepatuhan Agen Penjual.

Selain itu, dalam rangka pengembangan basis investor domestik, Bapepam-LK
bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) secara
konsisten memberikan pemahaman maupun sosialisasi kepada masyarakat pemodal
khususnya yang berada di daerah-daerah yang berpotensi secara ekonomi.
Sementara itu untuk menekan maraknya investasi ilegal sekaligus merintis
pengawasan bersama terhadap produk-produk investasi keuangan, Bapepam-LK
secara intens telah menjalin kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait seperti
Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK dan Departemen Perdagangan.

Dari sisi dana kelolaan, selama tahun 2009 jumlah Reksa Dana mengalami
peningkatan dari 604 Reksa Dana pada akhir Desember 2008 menjadi 673 Reksa
Dana per tanggal 16 Desember 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 11,42 %
dibandingkan tahun 2008. Sementara Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan jumlah Unit
Penyertaan Reksa Dana juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. NAB
Reksa Dana meningkat dari Rp 74,93 triliun pada akhir Desember 2008 menjadi Rp
113,17 triliun pada tanggal 28 Desember 2009 atau meningkat sebesar 51,03%.
Sedangkan jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana meningkat dari 60,98 milar pada
akhir Desember 2008 menjadi 70,04 miliar atau meningkat sebesar 14,86%.

Tahun ini juga ditandai dengan terbitnya produk sekuritisasi KIK-EBA yang pertama
dengan underlying tagihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu Kontrak Investasi
Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA), yaitu Danareksa SMF |-KPR BTN dan
Danareksa SMF II-KPR BTN yang telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam
dan LK masing-masing tanggal 29 Januari 2009 dan 30 Oktober 2009.

Pengawasan Terhadap Reksa Dana

Pada tanggal 29 Desember 2009, jumlah Reksa Dana yang ada mencapai 673 Reksa
Dana, yang terdiri dari:inciannya sebagai berikut:

No. Jenis Reksa Dana Jumlah
1. | Reksa Dana Pendapatan Tetap 123
2. | Reksa Dana Saham 62
3. Reksa Dana Pasar Uang 26
4. | Reksa Dana Campuran 101
5. | Reksa Dana Syariah 46
6. | Reksa Dana Terproteksi 246
7. Reksa Dana Indeks 1
8. |ETF 2
9. Reksa Dana Penyertaan Terbatas 66

Total 673
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Selama periode tahun 2009 Bapepam-LK juga telah memberikan:

-- pernyataan efektif kepada 119 Reksa Dana yang meliputii 21 Reksa Dana
Konvensional; dan 98 Reksa Dana Terproteksi, terdiri dari:

Reksa Dana Konvensional
No. Nama Reksa Dana No. Nama Reksa Dana
1. Manulife Syariah Sektoral 12. | Mega Srikehati Harmoni
Amanah
2. Ekomix 13. | Schroder IDR Bond Fund
3. Schroder Providence Fund 14. | Schroder Indo Equity Fund
4. Batavia Prima Ekspektasi 15. | Pacific Balanced Fund
5. Panin Dana Bersama 16. | Schroder IDR Bond Fund Il
6. Fortis Dana Investa 17. | First State IndoEquity Peka Fund
7. gﬁggoder Syariah Balanced 18. | Kharisma Dana Kombinasi
8. Manulife Harapan Rupiah Seri Il | 19. | Pacific Fixed Income
9. NISP Obligasi Negara Extra 20. | SIMB-Principal Balanced
Autopilot
10. Indosurya Equity Fund 21. | Net Dana Gemilang
11. Lautandhana Equity Progresif
Reksa Dana Terproteksi
No. Nama Reksa Dana No. Nama Reksa Dana
. . Mandiri Terproteksi Dana
1. Trim Terproteksi Prima Il 50. Pendapatan Berkala 7
2. Valbury Terproteksi Il 51. | BNIS Proteksi XVII
. . . OSK Nusadana USD Capital
3. Terproteksi Fortis Kapital VI 52. Protected Fund
4, Bahana A Optima Protected 53. | Lautandhana Proteksi Syariah |
Fund 23
5. | >amuel Dana Obligasi 54. | CIMB Principal CPF VIII
Terproteksi
6. NISP Proteksi Income Plus IV 55. Si Dana Terproteksi Batavia Xl
7. NISP Proteksi Income Plus V 56. | NISP Proteksi Income Plus VI
8. Terproteksi Si Dana Batavia VIl | 57. | NISP Proteksi Income Plus VI
9. Lautandhana Proteksi V 58. | AIM Trust Monarch
10. Cipta Proteksi | 59. | Si Dana Proteksi Batavia USD |
11. | CIMB Islamic Sukuk I Syariah 60. | Si Dana Proteksi Batavia USD Il
12. Mandiri Syarlah Terproteksi 61. | Si Dana Proteksi Batavia XlI
Pendapatan Prima 2
13 Mandiri Syariah Terproteksi 62 Mandiri Terproteksi Dana
' Pendapatan Prima 3 " | Pendapatan Berkala 8
14 Mandiri Syariah Terproteksi 63 Mandiri Terproteksi Obligasi
' Pendapatan Prima 1 " | Pemerintah Dollar 2
15 AAA Premium Proteksi Il 64 Mandiri Terproteksi Dana
' emid otexs " | Pendapatan Berkala 9
16. Bahana A Optima Protected 65. | Mandiri Terproteksi Dana
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Fund 24

Pendapatan Berkala 10

Bahana A Optima Protected

Mandiri Terproteksi Dana

17. Fund 25 66. Pendapatan Berkala 11
18 Schroder Regular Income Plan 67 Mandiri Terproteksi Dana
Vi " | Pendapatan Berkala 12
19. | Terproteksi Si Dana Batavia VIII | 68. | BNIS Proteksi XVIII
20. | Terproteksi Si Dana Batavia I1X 69. | Si Dana Proteksi Batavia XVI
21 Bahana Reksa Panin 70 Bahana Optima Protected Fund
" | Terproteksi VI " | USDI
Bahana Reksa Panin . : ,
22. Terproteksi VIl 71. | Si Dana Proteksi Batavia XV
Mandiri Protected Income Fund Schroder Regular Income Plan
23. 72.
Dollar VIl
24. gzﬁgezndra Capital Protected 73. | Trim Terproteksi Lestari 3
o5 Mandiri Terproteksi Obligasi 74 OSK Nusadana Capital Protected
' Pemerintah Dollar " | Fund
26. | Terproteksi Panin Berdeviden 75. IE;ahana Reksa Panin Terproteksi
27. | Terproteksi Si Dana Batavia X 76. | CIMB-Principal CPF IX
. Mandiri Terproteksi Dana
28. | Valbury Capital Protected Fund | | 77. Pendapatan Berkala 14
. . . Mandiri Terproteksi Dana
29. Terproteksi Fortis Kapital USD | | 78. Pendapatan Berkala 15
30. | Mega Dana Terproteksi IV 79. | Si Dana Proteksi Batavia XVII
31 :\/Ianullfe Harapan US Dollar Seri 30. | Net Dana Proteksi VV
32. Trim Terproteksi Prima 1l 81. | Net Dana Proteksi IV
33. Trim Syariah Terproteksi Prima |l | 82. Eg‘?ga Optima Protected Fund
34 Trim Syariah Terproteksi Prima 83 Bahana A Optima Protected
' Il " | Fund 26
35 Danareksa Proteksi Melati Dollar 84 Bahana A Optima Protected
" | Amerika Serikat " | Fund 27
Mandiri Terproteksi Dana . :
36. Pendapatan Berkala 2 85. | Gani Proteksi |
Mandiri Terproteksi Dana . .
37. Pendapatan Berkala 3 86. | Gani Proteksi 2
- . Danareksa Proteksi Melati
38. Lautandhana Proteksi Dinamis 87. Optima XI
39 Mandiri Terproteksi Dana 88 Danareksa Proteksi Melati
' Pendapatan Berkala 6 " | Optima XII
40 Mandiri Terproteksi Dana 89 Danareksa Proteksi Melati
' Pendapatan Berkala 4 " | Optima XIllI
Mandiri Terproteksi Dana : -
41. Pendapatan Berkala 5 90. | HPAM Ultima Ekuitas 1
42 Mandiri Amanah Syariah 91 Bahana Reksa Panin Terproteksi
' Protected Dollar Fund X
43. Mandiri Protected Income Fund | 92. | Lautandhana Proteksi Dinamis I
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Dollar 4
44 Bahana Reksa Panin 93 Mandiri Protected Income Fund
' Terproteksi VIII " | Dollar 5
45 CIMB-Principal CPE VI 94, ;B(?hana Reksa Panin Terproteksi
46, | Danareksa Proteksi Melati 95. | SiDana Batavia Proteksi XVIIl
Optima X
47 Mandiri Amanah Syariah 96 Si Dana Batavia Proteksi
' Protected Rupiah Fund " | Parahyangan
48. Dan_areksa Proteksi Melati 97. | Mega Dana Terproteksi V
Optima IX
49. E?han Reksa Panin Terproteksi 98. | Mega Dana Terproteksi VI

- mencatatkan sebanyak 37 Reksa Dana Penyertaan Terbatas, terdiri dari:

No. Nama Reksa Dana No. Nama Reksa Dana
Syailendra High Yield : .

1. Opportunity Fund 20. | Si Dana Batavia Terbatas VI

BNIS Penyertaan Terbatas

2. BNIS Penyertaan Terbatas Il 21. Telekomunikasi

3. BNI.S Pgnyertaan Terbatas 22. | Bahana Maxima Dinamis USD
Obligasi
BNIS Penyertaan Terbatas .

4, Optimum 23. | HPAM Maestro Flexi |

5. Si Dana Batavia Terbatas V 24, Cipta Penyertaan Terbatas

Strategi |
. AAA Souvereign Fixed Income

6. Syailendra Regular Income Fund | 25. Penyertaan Terbatas

7. BNIS Penyertaan Terbatas 26. | Danareksa Investa Fleksi lll
Garuda

8 Gani Penyertaan Terbatas 57 Bahana Private Equity Pelabuhan

' Pendapatan Tetap | |2
9. NISP Flexi Income Rupiah 28. ﬁzﬁgendra High Yield Dollar
10. Si Dana Batavia Terbatas VII 29. | Dhanawibawa Ekslusif Terbatas |
. . . Si Dana Batavia Terbatas

11. Bahana Maxima Dinamis 30. Maxima

12. Syailendra Capital Growth Fund | 31. | Mega Saham Maxima
Si Dana Batavia Terbatas C

13. Maxima USD 32. | Mega Obligasi Negara

14. BNIS Penyertaan Terbatas 33. | Kharisma Flexi Terbatas
Global
Si Dana Batavia Terbatas :

15. Optimal 34. | HPAM Maestro Flexi Il

16 Mandiri Terbatas Obligasi 35 Syailendra Perhutani Growth

' Negara " | Fund

17. B'\.“S.. Penyertaan Terbatas 36. | Kharisma Flexi Terbatas I

Sriwijaya
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18.

Danareksa Investa Fleksi V

37. | Kharisma Dollar Stabil

19.

BNIS Penyertaan Terbatas
Victoria

persetujuan untuk pembubaran 87 Reksa Dana, meliputi:

No. Nama Reksa Dana No. Nama Reksa Dana
Terproteksi Schroder Fixed : :
1. Maturity Plan IV 45, | Optima Terproteksi VIII
2. Credit Suisse Dana Proteksi 1 46. | Nikko Proteksi Kas Manajemen
3. Reksa Panin Terproteksi Pasti| | 47. ﬁll Dana Proteksi Nusantara Seri
4. Reksa Panin Terproteksi Pasti Il | 48. | Bahana Optima Protected Fund 4
5 Reksa PG Synergy 49. ?ghana Optima Protected Fund
6. NISP Proteksi Dinamis Seri 2 50. | Surya
7. Manulife Pendapatan Bulanan 51. | IDR Regular Income Plan Il
3 Manulife Dana Kas 50, I\S/Isrri]cém Dana Protected Berkala
9 Manulife Obligasi Negara 53 Mandiri Dana Protected Berkala
' Indonesia " | Seri6
10 Terproteksi Schroder Fixed 54 Mandiri Terproteksi Dana
' Maturity Plan Il " | Pendapatan Berkala 6
11. | AA-MAN Pendapatan Tetap 55. | TRIM Lestari
12. Mandiri Investa Optima 56. | Optima Terproteksi VII
13. Optima Fund 57. | Optima Terproteksi X
, . Jakarta Protected Investment

14. Mahanusa Citra Prima 58. Plus
15. Niaga Pendapatan Tetap B 59. | Si Dana Proteksi Batavia Div. Il
16. Mahanusa Obligasi Negara 60. | PNM Terproteksi Seri F
17. Mahanusa Dana Optimum 61. | Si Dana Proteksi Batavia Div. V
18. | AA-MAN Dinamis 62. | Si Dana Proteksi Batavia V
19. Schroder Dana Andalan 63. | Manulife Dana Campuran
20. Optima Terproteksi Il 64. | Si Dana Proteksi Batavia Div. llI
21. Optima Terproteksi IX 65. | NISP Proteksi Income Plus Il
22. Mandiri Dana Pendapatan Tetap | 66. | Schroder Index Linked Fund |
23. BNI Dana Plus 67. | Bahana Global Protected Fund |
24. Mandiri Investa Dana Obligasi 68. | Bahana Global Protected Fund 4
25. Optima Terproteksi | 69. | Si Dana Batavia Obligasi Prima
26. | PNM Terproteksi Seri E 70. Ezr‘jﬁ]alAmcap'ta' Terproteksi
27. Optima Stabil 71. | Trim Performa Terproteksi
28. Fortis Protekplus VII 72. ;E/erprotek5| CIMB Principal CPF
29 \S/:IIIDana Proteksi Batavia DIV. 23 | Millenium Prima

: : . Mandiri Protected Regular
30. Si Dana Proteksi Batavia | 74. Income Eund
31. Si Dana Proteksi Batavia Il 75. | Trim Syariah Sukuk
32. Terproteksi Si Dana Batavia VIII | 76. | Mandiri Protected Extra 2
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33. | Si Dana Proteksi Batavia Div. VII | 77. | Optima Terproteksi Il

34, | CIMB-Principal CPF Income 78. | Star Capital Protected Fund |

Extra
35. | Terproteksi Si Dana Batavia VIl | 79. | Euro Peregrine Likuid
36. Prima Reksa Pasar Uang 80. | Panca Global Pendapatan Alfa
o Panca Global Pendapatan
37. Fortis Likuid 81. Omega P
38. Capital Proteksi Dinamis 82. | Danareksa Investa Obligasi
39. | AAA Reksa Premium Proteksi 83. | Danareksa Sequis Optima
40. | Si Dana Proteksi Pertiwi Seri | 84. | Danareksa JS Fleksi |

41, Si Dana Proteksi Obligasi Seri| | 85. | Danareksa JS Fleksi Il

. . Si Dana Batavia Terbatas
42. Optima Terproteksi VI 86. Maxima USD

43. CIMB-Principal CPF | 87. | BNIS Proteksi Il

44. BNI Dana Berbunga

Perijinan / Pencabutan ljin Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek

1. | Pemberian ljin Usaha Baru untuk Perusahaan Efek 2
- Perantara Pedagang Efek (PPE) 1
- Penjamin Emisi Efek (PEE) 1
2. | Pencabutan ljin Usaha Perusahaan Efek 7
- Perantara Pedagang Efek (PPE) 1
- Manajer Investasi (MI) 6
3. Pemberian ljin Orang Perseorangan Baru untuk Wakil PE 550
- Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) 463
- Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) 39
- Wakil Manajer Investasi (WMI) 48
4. | Pencabutan ljin Orang Perseorangan untuk Wakil PE 4
- Wakil Manajer Investasi (WMI) 4
Catatan:

- Hingga akhir tahun 2009, total jumlah Perusahaan Efek yang telah memiliki ijin
usaha sebagai PPE dan PEE dari Bapepam-LK tercatat 158 Perusahaan Efek.

Selama tahun 2009 Bapepam-LK tidak mengeluarkan izin baru Perusahaan Efek
sebagai Manajer Investasi sejak bulan April 2007, berdasarkan SK Ketua
Bapepam dan LK Nomor Kep-69/BL/2007 tanggal 13 April 2007 tentang
Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan
Kegiatan Sebagai Manajer Investasi.

Di tahun 2009 juga tercatat 4 Manajer Investasi mengembalikan ijin usahanya
kepada Bapepam-LK. Dengan demikian, total jumlah Manajer Investasi hingga
akhir 2009 ini adalah 94 Manajer Investasi.
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- Sampai dengan akhir 2009, Bapepam-LK telah memberikan ijin orang
perseorangan sebagai WPPE dan WPEE sebanyak 6.719 ijin. Sedangkan total ijin
orang perseorangan sebagai WMI yang telah dikeluarkan Bapepam-LK adalah
sejumlah 1.830 ijin WMI.

- Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku pasar modal, dalam tahun 2009 ini
Bapepam-LK telah melakukan kegiatan edukasi berupa pembekalan kepada Wakil
Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek di 5 kota yang diikuti
oleh WPE dari 56 Perusahaan Efek.

- Bapepam-LK terus meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan persetujuan
terhadap perubahan manajemen dan pengendali dari Perusahaan Efek dan SRO.
Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Bapepam-LK antara lain adalah:

a. Melaksanakan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper
test) terhadap calon Direktur dan Komisaris SRO:
Calon Direktur PT KPEI pada tanggal 11 Mei 2009;
Calon Direktur PT BEI pada tanggal 18, 19, 20 Mei dan 4 Juni 2009;
Calon Komisaris PT KSEI pada tanggal 2 Juni 2009.

b. Melakukan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)
terhadap calon Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan Efek
dengan perincian sebagai berikut:

Calon Direktur sebanyak 36 orang;
Calon Komisaris sebanyak 19 orang;
Calon Pemegang Saham atau Pengendali sebanyak 2 Pihak.

4.  Perijinan lainnya.

a. Penasihat Investasi.

Selama tahun 2009 Bapepam-LK memberikan 1 ijin baru sebagai Penasihat
Investasi yaitu kepada PT Emco Adidaya International, sehingga jumlah Penasihat
Investasi adalah 8 pihak yang terdiri dari 5 Penasihat Investasi Perorangan dan 3
Penasihat Investasi berbentuk Perusahaan.

b. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa
Dana (WAPERD).

Selama tahun 2009, Bapepam-LK memproses 3 pengajuan ijin baru APERD dan
belum dapat mempertimbangkan ketiga pengajuan ijin tersebut. Sementara itu
pada periode yang sama 1 APERD mengembalikan ijin sehingga jumlah seluruh
Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan Desember 2009 sebanyak 26
Bank.

Pemegang izin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
(WAPERD) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari 18.495 orang
pada tahun 2008 menjadi 23.121 orang (per tanggal 28 Desember 2009) atau
mengalami kenaikan sebesar 25,01 %.

c. Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE)

Bapepam-LK telah memberikan ijin usaha kepada PT Penilai Harga Efek
Indonesia (PHEI) sebagai Lembaga Penilai Harga Efek berdasarkan Keputusan
Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-266/BL/2009 tanggal 10 Agustus 2009.

5. Persetujuan dan Pendaftaran

a. Sepanjang tahun 2009 ini, Bapepam-LK telah mengeluarkan Surat Tanda
Terdaftar (STTD) untuk 91 Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan rincian:
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37 STTD Notaris;

14 STTD untuk Konsultan Hukum
35 STTD untuk Akuntan; dan

5 STTD untuk Penilai.

Sehingga sampai dengan akhir bulan Desember 2009, jumlah profesi yang telah
terdaftar di Bapepam-LK adalah 667 Konsultan Hukum, 1.228 Notaris, 538
Akuntan, dan 110 Penilai.

Untuk lembaga penunjang pasar modal, hingga akhir Desember 2009 terdapat
data-data sebagai berikut:

21 bank telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian;

Dalam tahun 2009, Bapepam-LK telah melakukan pembatalan atas 1
persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian Pasar Modal terhadap Bank
Lippo Tbk berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:216/BL/2009
tanggal 21 Juli 2009. Pembatalan ini karena Perseroan telah efektif
bergabung (merger) ke dalam PT CIMB Niaga Tbk.

10 perusahaan sebagai BAE;
17 in-house BAE;

14 Wali Amanat;

Selama tahun 2009 Bapepam-LK telah memberikan Surat Tanda Terdaftar
(STTD) sebagai Wali Amanat kepada 1 bank yaitu Bank Sinar Mas, dengan
Nomor STTD: 01/BL/STTD-WA/2009.

2 Pemeringkat Efek.

Selama tahun 2009 Bapepam-LK telah melakukan Pencabutan 1zin Usaha
sebagai Pemeringkat Ef ek atas nama
Duff & Phelps Credit Rating Indonesia)

[ll.  AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PASAR MODAL & LEMBAGA KEUANGAN
Dalam kurun waktu 5 Januari 2009 hingga 29 Desember 2009, Bapepam-LK telah:

memproses penerbitan 4 Peraturan Menteri Keuangan di bidang lembaga
keuangan;

menerbitkan 8 peraturan baru di bidang pasar modal dan 1 peraturan baru di
bidang lembaga keuangan;

melakukan penyempurnaan atas 13 peraturan di bidang pasar modal dan 3
peraturan di bidang lembaga keuangan;

memberikan persetujuan terhadap perubahan 8 peraturan SRO dan 1 perubahan
Anggaran Dasar.

Berikut informasi lengkap mengenai penerbitan, penyempurnaan peraturan dan
persetujuan atas perubahan peraturan dan anggaran dasar SRO:

1. Peraturan Menteri Keuangan

No. Nomor Keputusan/ Peraturan Tentang

1. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pembinaan dan Pengawasan
140/PMK.010/2009 tanggal 4 Lembaga Pembiayaan Ekspor
September 2009

2. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor Prinsip Tata Kelola Lembaga
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141/PMK.010/2009 tanggal 14
September 2009

Pembiayaan Ekspor Indonesia

3. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor Manajemen Risiko Lembaga
142/PMK.010/2009 tanggal 14 Pembiayaan Ekspor Indonesia
September 2009

4. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor Prinsip Mengenal Nasabah
143/PMK.010/2009 tanggal 14 Lembaga Pembiayaan Ekspor
September 2009

Penerbitan Peraturan Baru Bapepam-LK
No. Nomor Keputusan/ Peraturan Tentang
1. | Peraturan Nomor V.C.2, Lampiran Perizinan Perusahaan
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Pemeringkat
KEP-151/BL/2009 tanggal 22 Juni
2009
2. | Peraturan Nomor V.H.4, Lampiran Pedoman Penyajian
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Pemeringkatan
KEP-152/BL/2009 tanggal 22 Juni
2009
3. | Peraturan Nomor X.F.4, Lampiran Laporan Perusahaan
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Pemeringkat Efek
KEP-153/BL/2009 tanggal 22 Juni
2009
4. | Peraturan Nomor X.F.5, Lampiran Pemeliharaan Dokumen Oleh
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Perusahaan Pemeringkat Efek
KEP-154/BL/2009 tanggal 22 Juni
2009
5. | Peraturan Nomor V.H.3, Lampiran Perilaku Perusahaan
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Pemeringkat Efek
KEP-155/BL/2009 tanggal 22 Juni
2009
6. | Peraturan Nomor X.F.6, Lampiran Publikasi Oleh Perusahaan
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Pemeringkat Efek
KEP-156/BL/2009 tanggal 22 Juni
2009
7. | Peraturan Nomor VIII.C.3, Lampiran tentang Pedoman Penilaian dan
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Penyajian Laporan Penilaian
No. Kep-340/BL/2009 tanggal 5 Usaha Pasar Modal
Oktober 2009
8. | Peraturan Ketua Bapepam dan LK Pedoman Pemeriksaan
Nomor PER-05/BL/2009 tanggal 18 Perusahaan Penjaminan Kredit
November 2009 dan Perusahaan Penjaminan
Ulang Kredit.
Penyempurnaan Peraturan Bapepam-LK
No. | Nomor Keputusan/ Peraturan Tentang
1. Peraturan Ketua Bapepam dan LK Dasar Penilaian Jenis-Jenis

Nomor Per-02/BL/2009 tanggal 15
Januari 2009

Investasi Dana Pensiun
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2. Peraturan Ketua Bapepam dan LK Pedoman Perhitungan Batas
Nomor Per-03/BL/2009 tanggal 29 Tingkat Supvabilitas Minimum
Januari 2009 Bagi Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Reasuransi

3. Peraturan Nomor III.A.3, Lampiran Direktur Bursa Efek
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor Kep-12/BL/2009 tanggal 30
Januari 2009

4, Peraturan Nomor II1.B.3, Lampiran Direktur Lembaga Kliring dan
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Penjaminan
Nomor Kep-13/BL/2008 tanggal 30
Januari 2009

5. Peraturan Nomor I111.C.3, Lampiran Direktur Lembaga Penyimpanan
Keputusan Ketua Bapepam dan LK dan Penyelesaian
Nomor Kep-14/BL/2009 tanggal 30
Januari 2009

6. Peraturan Ketua Bapepam dan LK Tentang Pedoman Penilaian
Nomor PER-04/BL/2009 tanggal 24 Kemampuan dan Kepatutan
April 2009 Bagi Direksi Dan Komisaris

Perusahaan Perasuransian

7. Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Tentang Tata Cara Pendaftaran
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Dalam Rangka Penawaran
KEP- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei Umum
2009

8. Peraturan Nomor X.M.3, Lampiran Tentang Pelaporan Transaksi
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Efek
KEP- 123/BL/2009 tanggal 29 Mei
2009

9. Peraturan Nomor II.K.1, Lampiran Kriteria dan Penerbitan Daftar
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Efek Syariah
KEP-180/BL/2009 tanggal 30 Juni
2009

10. | Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Penerbitan Efek Syariah
Keputusan Ketua Bapepam-LK No.

KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni
2009

11. | Peraturan Nomor X.C.1, Lampiran Laporan Lembaga Penyimpanan
Keputusan Ketua Bapepam-LK No. dan Penyelesaian
KEP-182/BL/2009 tanggal 30 Juni
2009

12. | Peraturan Nomor V.C.3, Lampiran Lembaga Penilaian Harga Efek
Keputusan Ketua Bapepam-LK No.

KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni
2009

13. Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Transaksi Afiliasi dan Benturan
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Kepentingan Transaksi Tertentu
No. KEP 412/BL/2009 tanggal 25
November 2009

14. | Peraturan Nomor IX.E.2, Lampiran Transaksi Material dan
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Keputusan Ketua Bapepam dan LK Perubahan Kegiatan Usaha
No. KEP 413/BL/2009 tanggal 25 Utama
November 2009

15. | Peraturan Nomor I1X.D.4, Lampiran Penambahan Modal Tanpa Hak
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Memesan Efek Terlebih Dahulu
No. KEP- 429/BL/2009 tanggal 9
Desember 2009

16. | Peraturan Nomor V.D.10, Lampiran Prinsip Mengenal Nasabah Oleh
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Penyedia Jasa Keuangan Di
No. KEP- 476/BL/2009 tanggal 23 Bidang Pasar Modal
Desember 2009

4. Persetujuan Bapepam-LK atas Peraturan SRO

1)

2)

3)

Persetujuan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor |-D tentang Pencatatan
SPEI di Bursa

Dalam rangka menarik minat investor luar negeri untuk berinvestasi di
Indonesia dan meningkatkan keragaman Efek yang dicatatkan, PT Bursa Efek
Indonesia mengajukan permohonan persetujuan atas draft Peraturan Nomor 1-
D tentang Pencatatan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) di Bursa
melalui surat Nomor S-01054/BEI-CAT/02-2008 tanggal 27 Februari 2008.
Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap draft peraturan tersebut
melalui surat Nomor S-4540/BL/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Persetujuan
atas Perubahan Peraturan Nomor I-D tentang Pencatatan Sertifikat Penitipan
Efek Indonesia (SPEI) di Bursa.

Persetujuan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-F tentang Perdagangan
Efek Beragun Aset

Sebagai tindak lanjut dari penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek
Surabaya, serta untuk mengakomodir instrumen fixed income lain selain surat
utang untuk dapat ditransaksikan di bursa, PT BEI mengajukan permohonan
persetujuan atas konsep Peraturan Nomor II-F tentang Perdagangan Efek
Beragun Aset di bursa melalui surat Nomor: 05985/BEI.PFI/11-2008 tanggal 17
November 2008. Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap
peraturan tersebut melalui surat Nomor S-994/BL/2009 tanggal 11 Februari
2009 perihal Persetujuan rancangan Peraturan Nomor II-F tentang
Perdagangan Efek Beragun Aset (EBA) di Bursa.

Persetujuan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-H tentang Transaksi
Marjin dan Short Selling dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor IlI-I
tentang Keanggotaan Marjin dan Short Selling

Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6
tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan
Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek, serta Surat Keputusan Ketua
Bapepam-LK Nomor S-7997/BL/2008 tanggal 5 November 2008 perihal
Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Transaksi
Marjin dan Transaksi Short Selling, PT BEI mengajukan Permohonan
Persetujuan atas Konsep Perubahan Peraturan Bursa Nomor II-H tentang
Transaksi Marjin dan Transaksi Short Selling dan Peraturan Nomor 1lI-1 tentang
Keanggotaan Marjin dan Short Selling melalui Surat Nomor 05953/BEI-
ANG/11-2008 tanggal 14 November 2008. Terkait dengan hal ini, Bapepam-LK
telah memberikan persetujuan terhadap perubahan kedua peraturan tersebut
melalui surat Nomor S-711/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009 perihal
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4)

5)

6)

7

Persetujuan Rancangan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan
Perdagangan Efek Dalam Transaksi Marjin dan transaksi Short Selling dan
Rancangan Peraturan Nomor IlI-l tentang Keanggotaan Marjin dan Short
Selling.

Persetujuan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang Jasa
Kustodian Sentral

Dalam rangka implementasi layanan jasa Investor Area dan Administrasi Gadai
Efek dan memberikan kepastian hukum bagi pihak terkait, melalui surat Nomor
KSEI-2306/DIR/0908 tanggal 3 September 2008 dan terakhir melalui surat
Nomor:S-0082/DIR/0109 tanggal 16 Januari 2009 perihal Permohonan
Persetujuan atas Rancangan Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral -
Investor Area dan Sistem Administrasi Agunan Efek, PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) mengajukan permohonan persetujuan perubahan
Peraturan Jasa Kustodian Sentral KSEI berkaitan dengan Investor Area dan
Sistem Administrasi Agunan Efek. Bapepam-LK melalui surat Nomor S-
710/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009 perihal Persetujuan Perubahan
Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
telah memberikan persetujuan terhadap perubahan Peraturan Jasa Kustodian
Sentral KSEI tersebut.

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti penggabungan PT Bursa Efek Jakarta (BEJ)
dengan PT Bursa Efek Surabaya (BES) menjadi PT Bursa Efek Indonesia
(BEI), penyesuaian terhadap peraturan Bapepam-LK, serta penyesuaian
terhadap UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melalui surat
Nomor KPEI-0864/DIR/1108 tanggal 18 November 2008 perihal Permohonan
Persetujuan atas Perubahan Anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan
dan terakhir melalui surat Nomor: KPEI-0389/DIR/0409 tanggal 23 April 2009
perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KPEI, PT Kliring
Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengajukan permohonan persetujuan
perubahan Anggaran Dasar KPEIl. Bapepam-LK melalui surat Nomor S-
3536/BL/2009 tanggal 7 Mei 2009 perihal Persetujuan atas Perubahan
Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia telah memberikan
persetujuan terhadap perubahan Anggaran Dasar KPEI tersebut.

Pencabutan Ketentuan 11.5.3 Peraturan No. II-A tentang Perdagangan Efek
Bersifat Ekuitas

Sehubungan dengan perubahan sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia
sementara peraturan yag terkait belum tersedia, maka BEI mengajukan
pencabutan Ketentuan 11.5.3 Peraturan No. II-A tentang Perdagangan Efek
Bersifat Ekuitas melalui surat Nomor S-000903/BEI.PSH/02-2009 tanggal 23
Februari 2009. Bapepam-LK melalui surat Nomor S-1548/BL/2009 tanggal 27
Februari 2009 memberikan persetujuan pencabutan ketentuan tersebut.

Penundaan Pemberlakuan Peraturan No. II-H tentang Persyaratan dan
Perdagangan Efek Dalam Transaksi Margin dan Transaksi Short Selling dan
Peraturan llI-I tentang Keanggotaan Margin dan Short Selling

Dalam rangka menunggu kesiapan pelaku pasar terkait pelaksanaan peraturan
tersebut, maka BEI mengajukan permohonan penundaan pemberlakuan
Peraturan No. llI-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek Dalam
Transaksi Margin dan Transaksi Short Selling dan Peraturan lll-1 tentang
Keanggotaan Margin dan Short Selling melalui surat Nomor S-02217/BEI-
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8)

9)

PSH/04-2009 tanggal 27 April 2009 dan persetujuan diberikan oleh Bapepam-
LK melalui surat Nomor No. S-3378/BL/2009 tanggal 29 April 2009.

Permohonan Persetujuan Atas Konsep Perubahan Keputusan Direksi Tentang
Pelaporan Transaksi Efek

BEI mengajukan permohonan perubahannya melalui surat Nomor S S-
04533/BEI.PFI/08-2009 31 Agustus 2009. Bapepam-LK melalui surat Nomor S-
8712/BL/2009 tanggal 30 September 2009 melakukan persetujuan terhadap
perubahan tersebut.

KSEI mengajukan perubahan Peraturan KSEI DFOP, Blocking Balance dan
Dormant Account melalui Surat Nomor KSEI-2709/DIR/1008 tanggal 22
Oktober 2008 dan Bapepam-LK menyetujuinya melalui surat No. 1044/BL/2009
tanggal 4 Desember 2009. Sedangkan persetujuan Perubahan Peraturan Jasa
Kustodian Sentral (Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek EBA,
Fasilitas REPO, Pembukaan Sub Rek Efek Jaminan dan Sub Rek Efek Pinjam
Meminjam) berdasarkan surat KSEI nomor 2870/DIR/1108 tanggal 19
November 2008, dan telah disetujui Bapepam-LK melalui surat No.
1044/BL/2009 tanggal 4 Desember 2009. Selanjutnya perubahan kedua
peraturan ini akan dijadikan satu peraturan.

5. Litigasi dan Kegiatan Pelayanan Hukum

Selama tahun 2009, Bapepam-LK menangani perkara-perkara di Pengadilan
sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Perkara Perdata Nomor: 331/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST antara Rudi Wirawan
Rusli melawan Ketua Bapepam-LK. Perkara tersebut masih dalam proses
pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 142/G/2008/PTUN.JKT antara PT
Eurocapital Peregrine Securities (EPS) melawan Bapepam-LK. Perkara
tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung RI.

Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 159/G/2008/PTUN.JKT antara PT Putra
Mandiri Finance (PMF) melawan Bapepam-LK. Perkara tersebut masih dalam
proses pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI.

Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 88/G/2008/PTUN.JKT antara Soeseno
Haryo Saputro melawan Bapepam-LK. Perkara tersebut masih dalam proses
pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perkara Perdata Nomor: 794/PDT.G/2007/PN.JKT.SEL antara Maria Susanti
dan Uung melawan PT. Bank Global Internasional (BGI), Pemerintah RI Cq
Menteri Keuangan RI Cq Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan,
Gubernur Bank Indonesia, dan Bapepam-LK. Perkara tersebut masih dalam
proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

Perkara Nomor: 1356/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL antara Nasabah PT Sarijaya
Permana Sekuritas melawan PT Sarijaya Permana Sekuritas, Pemerintah RI
Cqg Menteri Keuangan RI, Bapepam-LK, PT Kliring dan Penjaminan Efek
Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perkara tersebut sedang
dalam proses pemeriksaan tingkat | di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain menangani perkara-perkara di atas, Bapepam-LK juga telah melaksanakan
tugas pelayanan hukum pemberian keterangan sebagai Saksi/Ahli, yaitu sebagai
berikut:

17 pendampingan Saksi; dan
20 pendampingan Ahli.
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AKTIVITAS PENGAWASAN

Pengawasan terhadap Emiten / Perusahaan Publik.

Sepanjang tahun 2009, terdapat 104 aksi korporasi yang dilakukan Emiten/
Perusahaan Publik dengan rincian:

PO TP

—h

2 Penggabungan Usaha (merger).

9 Penawaran Tender (Tender Offer).

20 emiten melakukan Transaksi Material.

11 emiten melakukan Perubahan Nama.

27 emiten melakukan transaksi afiliasi dan atau transaksi yang mengandung unsur
Benturan Kepentingan.

4 emiten melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD.

15 emiten melakukan Transaksi Material yang mengandung unsur Benturan
Kepentingan.

15 emiten melakukan Pembelian Kembali Saham, dimana 11 diantaranya dengan
menggunakan Peraturan XI.B.3 tentang Pembelian Kembali Saham Yang
Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang
Berpotensi Krisis.

1 emiten melakukan Kuasi Reorganisasi,

Berikut informasi lengkap atas aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik:

a.

b.

C.

2 Penggabungan Usaha (merger).

- PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. merger dengan PT Multi Agro Persada Thbk.
- PT BAT Indonesia Thk merger dengan PT Bentoel Internasional Investama Thk.

9 Penawaran Tender (Tender Offer).

Terdapat 9 penawaran tender atas 9 saham emiten/perusahaan publik, yakni: PT
Citra Tubindo Tbk, PT Bentoel Internasional Investama Tbk, PT Multi Agro
Persada Tbk, PT Itamaraya Tbk, PT Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk, PT
Indosat Thk, PT Enseval Megatrading Tbk, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, dan PT
Petrosea Tbk.

20 emiten melakukan Transaksi Material, dengan rincian:

No. | Nama Perusahaan No. | Nama Perusahaan
1. PT Gozco Plantations Tbk 11. | PT Asuransi Bintang Tbk
PT Keramika Indonesia Assosiasi | 12. | PT Bank Danamon Ind. Tbk
Tbk
3. | PT Surya Dumai Industri Tbk 13. | PT Wicaksana Overseas| nt 6
Tbk
4. PT Cipendawa Tbk 14. | PT Elnusa Tbhk
5. PT Delta Dunia Property Tbk 15. | PT Intiland Development Thk
6. | PT Hero Supermarket Thk 16. | PT Citra Marga Nusaphala
Persada Tbk
7. PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk 17. | PT Plaza Ind. Realty Tbk
8. | PT Singer Indonesia Tbk 18. | PT Okansa Persada Tbk
9. PT Indonesian Paradise Property | 19. | PT Panin Life Tbk
Tbk
10. | PT Indika Energy Thk 20. | PT Jasa Marga Tbk
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d. 11 emiten melakukan Perubahan Nama, yakni:

No Nama Semula Nama Baru

1 PT Ades Waters Indonesia Tbk. PT Akasha Wira Internasional Tbk.

2 PT Delta Dunia Petroindo Tbk. PT Delta Dunia Property Tbk.

3 PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT Asia Pacific Fibers Tbk.

4 PT Bristol-Myers Squibb Indonesia | PT Taisho Pharmaceutical Indonesia

Thk.

Thk.

5. | PT Bank Bumiputera Tbk PT Bank ICB Bumiputera Tbk

6. | PT Bank Century Tbk PT Bank Mutiara Thk

7. | PT Bank Ekspor Ind Thk (Persero) | Lembaga Pembiayaan Ekspor Ind

8. | PT Metro Supermarket Tbk PT Metro Reality Thk

9. | PT Mitra Rajasa Tbk PT Mitra I ntél Re s
10. | PT Singer Ind Tbk PT Singleterra Thk

11. | PT Pacific Utama Thk PT Matahari Dept. Store Tbk

e. 27 emiten melakukan transaksi afiliasi dan atau transaksi yang mengandung unsur
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yaitu:

No. | Nama Perusahaan No. | Nama Perusahaan

1. | PT Adaro Energy Tbk 15. | PT Bentoel Internasional
Investama Thbk

2. PT Central Proteinaprima Thk 16. |PTAstr albk nt &l

3. PT Cahaya Kalbar Tbk 17. | PT Ancora Ind. Resources Tbk

4, PT Bayan Resources Thk 18. | PT Wijaya Karya (Persero)Tbk

5. PT International Nickel Indonesia | 19. | PT Millenium Pharmacon Tbk

Tbk

6. PT Aneka Tambang Tbk 20. | PT Jaya Konstruksi Manggala
Pratama Thk

7. PT AKR Corporindo Tbk 21. | PT Jaya Real Property Tbhk

8. PT Holcim Indonesia Tbk 22. | PT Cowell Development Tbhk

9. | PT Tripolyta Indonesia Thk 23. | Davomas Abadi Thk

10. | PT Cahaya Kalbar Thk 24. | PT Bank BNI Tbk

11. | PT Unilever Indonesia Thk 25. | PT Bristol-Myers Squibb
Indonesia Tbk

12. | PT Yanaprima Hastapersada Tbk | 26. | PT Petrosea Tbk

13. | PT Tempo Scan Pacific Tbk 27. | PT Panin Life Thk

14. | PT Holcim Ind. Tbk

f. 4 emiten melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu, yakni:

PT Polysindo Ekaperkasa Tbk, PT Teijin

Indonesia Fiber

Corporation Tbhk, PT Bank Agro Niaga. Tbk, dan PT Sentul City Tbk.
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g. 15 emiten melakukan Transaksi Material yang mengandung unsur Benturan
Kepentingan.

No. | Nama Perusahaan No. | Nama Perusahaan
1. | PT Prasidha Aneka Niaga Thk 9. PT Bayan Resources Tbk
2. PT Asahimas Flat Glass Tbk 10. | PT Apac Citra Centertex Tbk
3. PT International Nickel Indonesia | 11. | PT Itamaraya Tbk
Tbk (INCO)
. PT Holcim Indonesia Thk 12. | PT Betonjaya Manunggal Thk
5. PT Leyand International Tbhk 13. | PT Jaya Pari Steel Tbk
6. 14. | PT Bintang Mitra Semesta Raya
PT Indoexchange Thk Thbk
7. PT Pembangunan Graha Lestari 15. | PT Matahari Putra Prima Tbk
Indah Tbk
8. PT Pondok Indah Padang Golf
Tbk
h. 15 emiten melakukan Pembelian Kembali Saham, yakni:
No. Nama Perusahaan Keterangan
1. PT Panin Insurance Tbk Melalui prosedur Peraturan XI.B.2
2. PT Ace Hardware Tbk Melalui prosedur Peraturan XI.B.2
3. PT PGN (Persero) Thk Melalui prosedur Peraturan XI.B.2
4. PT Medco Energi Internasional Tbk | Melalui prosedur Peraturan XI.B.2
5. PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk Melalui prosedur Peraturan XI.B.3
6. PT Kageo Igar Jaya Tbk. Melalui prosedur Peraturan XI.B.3
7. PT Kalbe Farma Tbk. Melalui prosedur Peraturan XI.B.3
8. PT PP London Sumatra Indonesia | Melalui prosedur Peraturan XI.B.3
Tbk
9. PT Adhi Karya (Persero) Tbk Melalui prosedur Peraturan XI.B.3
10. | PT Jaya Real Property Tbhk Melalui prosedur Peraturan XI.B.3
11. | PT Bakrieland Development Tbk Melalui prosedur Peraturan XI.B.3
12. | PT Media Nusantara Citra Tbk Melalui prosedur Peraturan XI.B.3
13. | PT Ace Hardware Tbk Melalui prosedur Peraturan XI.B.3
14. | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Melalui prosedur Peraturan XI.B.3
15. | PT Global Mediacom Tbk Melalui prosedur Peraturan XI.B.3

i. 1 emiten melakukan Kuasi Reorganisasi, yakni PT Sierad Produce Tbk

Uji Kepatuhan Perusahaan Efek dan Lembaga Efek

Uji kepatuhan Lembaga Efek yang dilakukan melalui pemeriksaan rutin kepada para
pelaku pasar modal, khususnya Lembaga Efek yang bertujuan untuk memastikan
kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal yang berlaku.
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Sepanjang tahun 2009, Bapepam-LK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap:

- 28 Perusahaan Efek (PE), yang terdiri dari 6 Kantor Pusat PE Anggota Bursa, 5
Kantor Cabang PE Anggota Bursa, dan 17 PE Bukan Anggota Bursa.

- 10 Bank Kustodian (BK).

- 2 Self Regulatory Organisations (SRO), yaitu Perhimpunan Pedagang Surat
Utang Negara (HIMDASUN) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT
KSEI).

Dalam melakukan pemeriksaan rutin kepada Perusahaan Efek, aspek-aspek yang
diuji kepatuhannya antara lain meliputi organisasi, pengawasan dan pengendalian
internal, penyelenggaran pembukuan, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, dan
kecukupan modal kerja khususnya dalam hal kesesuaian perhitungan dan
penyajiannya. Adapun dalam uji kepatuhan Bank Kustodian, selain aspek organisasi
dan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, hal-hal yang menjadi ruang lingkup
pemeriksaan antara lain sistem teknologi informasi, penerimaan dan pelaksanaan
instruksi nasabah, pemrosesan corporation action, penyampaian konfirmasi dan
laporan kepada nasabah, dan kewajiban pelaporan.

Sementara itu, uji kepatuhan terhadap HIMDASUN mencakup kelengkapan struktur
dan infrastruktur, proses penyelenggaraan perdagangan SUN, dan kewajiban
pelaporan. Adapun pemeriksaan rutin terhadap PT KSEI antara lain meliputi aspek
organisasi, sistem teknologi informasi, pelayanan jasa kustodian sentral, administrasi,
dan penyelenggaraan pembukuan.

Saat ini Laporan Hasil Pemeriksaan PT KSEI dan 10 BK sedang dalam proses
penyelesaian oleh Tim Pemeriksa Bapepam-LK. Untuk Lembaga Efek lainnya,
berdasarkan hasil pemeriksaan rutin tersebut, ditemukan beberapa pelanggaran atau
ketidaksesuaian dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang pasar modal
yang dilakukan oleh Lembaga Efek. Atas hal tersebut, Bapepam-LK mengenakan
tindakan tertentu mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha,
hingga pencabutan izin usaha dengan rincian:

a. 2 Kantor Cabang PE Anggota Bursa dan 4 PE Bukan Anggota Bursa dikenakan
penghentian sementara kegiatan usaha.

b. 6 Kantor Pusat PE Anggota Bursa, 3 Kantor Cabang PE Anggota Bursa, dan 2 PE
Bukan Anggota Bursa dikenakan teguran tertulis.

c. 3 PE Bukan Anggota Bursa sedang dalam proses pencabutan izin usaha.

d. 8 PE Bukan Anggota Bursa sedang dalam proses pemeriksaan dan penyidikan
oleh Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK.

Sementara itu, khusus untuk HIMDASUN, Bapepam-LK meminta pengurusnya untuk
melakukan peninjauan kembali terhadap organisasi dan kegiatan operasional
HIMDASUN terkait dengan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang
pasar modal. Selanjutnya, pengurus HIMDASUN menyampaikan surat kepada
Bapepam-LK yang menyatakan pihaknya akan mengubah bentuk organisasi
HIMDASUN sekaligus mengembalikan izin sebagai penyelenggara perdagangan SUN.

Selain melakukan pemeriksaan rutin terhadap Lembaga Efek, uji kepatuhan Lembaga
Efek dilakukan dengan melakukan monitoring setempat pada kantor Lembaga Efek
untuk memonitor dan menelaah kembali pemenuhan dan perbaikan yang telah
dilakukan oleh Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal terkait dengan hasil pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan oleh
Bapepam-LK sebelumnya. Selama tahun 2009, Bapepam-LK telah melakukan
monitoring setempat terhadap 8 Bank Kustodian dan 11 Perusahaan Efek terkait
dengan hasil pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan pada tahun 2008.
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Pengawasan Perdagangan

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995
Tentang Pasar Modal, Bapepam-LK secara rutin melakukan tugas pengawasan
terhadap kegiatan pasar modal berupa pemantauan transaksi perdagangan saham
harian terhadap 401 emiten dan 43 waran, serta perdagangan obligasi meliputi
obligasi perusahaan (corporate bond) sebanyak 231 seri dan SUN sebanyak 79 seri
disamping itu juga melakukan pengawasan terhadap perdagangan Kontrak Opsi
Saham (KOS) dan Exchange Trade Fund (ETF).

Selanjutnya, Bapepam-LK juga telah melakukan penelaahan dan pemeriksaan teknis
terhadap dugaan transaksi tidak wajar. Penelaahan dan pemeriksaan teknis dilakukan
guna memperoleh petunjuk awal yang memadai sehingga dapat dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Sepanjang tahun 2009, Bapepam-LK telah menyelesaikan penelaahan dan
pemeriksaan teknis terhadap indikasi perdagangan tidak wajar sebanyak kasus
dengan rincian :

- 22 kasus dugaan pelanggaran pasal 91 dan 92 tentang Perdagangan Semu dan
Manipulasi Pasar, dan

- 2 kasus dugaan Penggunaan Informasi Orang Dalam.

Dari keseluruhan kasus tersebut, 12 kasus memiliki petunjuk awal yang kuat untuk
ditindaklanjuti menjadi Pemeriksaan oleh Biro Pemeriksaan dan Penyidikan sementara
5 kasus lainnya tidak ditemukan petunjuk lebih awal untuk diteruskan ke Biro
Pemeriksaan dan Penyidikan. Adapun saat ini, Bapepam-LK sedang melakukan
penelaahan terhadap 7 kasus dugaan perdagangan tidak wajar.

Disamping itu, untuk mengetahui gambaran kesiapan partisipan dalam menyampaikan
laporan transaksi efek sebagaimana diatur dalam peraturan X.M.3, Bapepam-LK
melakukan monitoring kepatuhan partisipan dalam menyampaikan laporannnya,
sebagai berikut:

Tingkat Kepatuhan Pelaporan Partisipan
Periode 2 Januari 2009 s.d 28 Desember 2009

On Time \ Late % Frek

Partisipan | Volume (Rp. M) Frek | Volume (Rp. M) Frek Late
1. | PE 78.690,74 | 8.668 163.670,00 | 19.514 69,24
. | Bank 351.301,10 | 18.842 407.741,45 | 20.116 | 51,64
3. | BK®) 9.596,83 2.008 173.798,90 | 16.254 | 89,00

Pengawasan Terhadap Manajer Investasi.

Proses penataan Manajer Investasi sebagai kelanjutan hasil pemetaan sebelumnya
tetap dilanjutkan pada tahun 2009. Draft peraturan tentang perijinan Manajer Investasi
dan draft peraturan tentang pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi
sudah sampai pada tahap public hearing. Sementara itu dalam rangka peningkatan
kepatuhan Manajer Investasi, Bapepam-LK selama tahun 2009 bekerja sama dengan
Australasian Compliance Institute (ACI) telah menyelenggarakan Workshop
Compliance and Risk Managememituk seluruh Manajer Investasi yang terdaftar di
Bapepam-LK.

Seiring dengan belum dicabutnya SK Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-69/BL/2007
tanggal 13 April 2007 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha
Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi, selama
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Tahun 2009 (hingga akhir November 2009) Bapepam-LK tidak mengeluarkan izin baru
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi

Selama tahun 2009, Bapepam-LK telah mencabut 6 izin usaha Perusahaan Efek yang
melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi dengan perincian sebagai berikut:

a. 2 (dua) perusahaan karena tidak memenuhi ketentuan sebagai Manajer Investasi,
yaitu:
1) PT. Republic Fund;
2) PT. Momentum Synergy Asset Management.

b. 4 (empat) perusahaan karena mengembalikan izin usaha sebagai Manajer
Investasi, yaitu:

1) PT. CIMB-GK Securities;
2) PT. Pratama Capital;

3) PT. Ramayana Artha Perkasa, karena perusahaan mengembalikan izin usaha
dan melakukan spin off dengan membentuk PT. Kharisma Asset Management;

4) PT. Alberta Investment Management;

Pengawasan terhadap Reksa Dana dan Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Setelah Bapepam-LK melakukan pemetaan terhadap Manajer Investasi pada tahun
2007 hingga tahun 2008, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan terhadap Agen
Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan pemetaan Risiko terhadap produk baru
(Reksa Dana Penyertaan Terbatas) pada tahun 2009. Pemetaan tersebut dilakukan
dengan cara pemeriksaan kepatuhan terhadap seluruh Agen Penjual Reksa Dana dan
seluruh Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pemeriksaan kepatuhan APERD dilakukan terhadap 27 kantor pusat APERD, dan 43
kantor cabang APERD yang berada di 10 kota besar yaitu Medan, Batam, Pontianak,
Bandung, Balikpapan, Solo, Jogjakarta, Denpasar, Makasar dan Surabaya pada bulan
Juli sampai dengan Nopember 2009. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan
sebagian besar diberikan surat untuk melakukan tindakan tertentu dan untuk selalu
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
menyampaikan tembusan kepada Bank Indonesia guna kepentingan koordinasi dalam
hal terdapat temuan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Bapepam-LK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 67 Reksa Dana termasuk
Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Dari 67 Reksa Dana yang diperiksa,
sebanyak 1 Reksa Dana proses pemeriksaan kepatuhannya dilimpahkan ke Biro
Pemeriksaan dan Penyidikan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan sebagian
besar dari 36 RDPT diberikan surat untuk melakukan tindakan tertentu serta
mengingatkan kepada Manajer Investasi untuk selalu mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, Bapepam-LK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 17
Manajer Investasi. Dari 17 perusahaan yang diperiksa, terdapat 6 perusahaan yang
proses pemeriksaan kepatuhannya dilimpahkan ke Biro Pemeriksaan dan Penyidikan
guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena diduga melakukan tindakan
pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pada bulan Juni 2009 Bapepam-LK melakukan pemeriksaan kepatuhan
berkenaan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) terhadap 9 Manajer
Investasi yang hasilnya telah dilaporkan kepada pimpinan dan kepada Manajer
Investasi yang bersangkutan diberikan surat untuk melakukan tindakan tertentu dalam
rangka perbaikan.
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PENEGAKAN HUKUM

Pemeriksaan dan Penyidikan

Sampai dengan diterbitkannya siaran pers ini, Bapepam-LK telah melakukan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-undang Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal atas 121 kasus dugaan pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan Penyidikan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 101 Undang-undang Pasar Modal terhadap 11 kasus dugaan
tindak pidana di bidang Pasar Modal.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran Pasar Modal yang ditangani Bapepam-LK adalah
kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik,
perdagangan Efek, dan pengelolaan investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan
keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik antara lain dugaan pelanggaran atas
ketentuan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Transaksi Material,
Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu, Informasi atau Fakta Material Yang Harus
Segera Diumumkan Kepada Publik, Penyajian Laporan Keuangan, Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan
perdagangan Efek antara lain dugaan pelanggaran manipulasi pasar, perdagangan
semu, dan perdagangan orang dalam. Kasus-kasus yang berkaitan dengan
pengelolaan investasi antara lain pelanggaran perilaku oleh Manajer Investasi.

Dari 121 kasus Pemeriksaan, 22 kasus telah selesai diproses dan 99 kasus masih
dalam proses pengenaan sanksi maupun dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya,
dari 22 kasus yang telah selesai diproses tersebut, 17 kasus dikenakan sanksi oleh
Bapepam-LK dalam bentuk sanksi administratif dan atau perintah untuk melakukan
tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, 5 kasus ditutup
karena tidak ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal.

Dalam rangka penegakan hukum, Bapepam-LK telah dan akan terus bekerjasama
dengan aparat penegak hukum lainnya antara lain Kejaksaan Agung dan Kepolisian
demi terciptanya kepastian hukum di bidang Pasar Modal.

Pengenaan Sanksi

Selama tahun 2009, Bapepam-LK telah melakukan upaya penegakan hukum,
termasuk didalamnya menetapkan sanksi administratif kepada para pelaku
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Bentuk sanksi
yang ditetapkan cukup beragam, yaitu pencabutan izin usaha, baik kepada institusi
maupun kepada perorangan, pembekuan izin usaha, sanksi denda, serta peringatan
tertulis.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Bapepam-LK selalu melakukan
paparan publik (melalui press release) atas sanksi yang telah ditetapkan, khususnya
terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Adapun secara ringkas
penetapan sanksi yang dilakukan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Denda, (total sebesar Rp. dijatuhkan kepada:
- 278 Emiten/PP dengan total denda sebesar Rp. 9.870.400.000,00.
- 42 Manajer Investasi dengan total denda sebesar Rp. 354.600.000,00
- 127 Perusahaan Efek dengan total denda sebesar Rp. 579.200.000,00
- 27 Penilai dengan total denda sebesar Rp. 113.500.000,00
- 60 Akuntan Publik dengan total denda sebesar Rp. 109.700.000,00
- 3 BAE dengan total denda sebesar Rp. 7.800.000,00
- 3 Bank Kustodian dengan total denda sebesar Rp. 10.700.000,00
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b. Sanksi Peringatan Tertulis, dijatuhkan kepada :
- 1 Komisaris Manajer Investasi
- 2 Perusahaan Efek
- 12 Emiten/PP
- 1 Bank Kustodian
- 1 Manajer Investasi
c. Sanksi Pencabutan lIzin, dijatuhkan kepada:
- 3 Wakil Manajer Investasi
d. Sanksi Pembekuan STTD, dijatuhkan kepada:
- 3 Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik
- 3 Penilai

e. Sanksi Larangan menjadi Direktur atau Komisaris pada Perusahaan Efek,
dijatuhkan kepada :

- 1 Direktur Manajer Investasi
- 2 Komisaris Manajer Investasi

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang
Pengelolaan Investasi

Sejak tahun 2007, Bapepam-LK telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan
Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan
Pengel ol aan Il nvestasi ( ASat qrkan SuMh Kepuaudaa
Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 dan masa
kerja Satgas Waspada Investasi diperpanjang berdasarkan Keputusan Ketua
Bapepam dan LK dengan Nomor: KEP-60/BL/2009 tanggal 20 Maret 2009.

Saat ini, keanggotaan Satgas Waspada Investasi terdiri dari perwakilan
pejabat/pegawai pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam-LK) i Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung Republik
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri -
Departemen Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) 1 Departemen Perdagangan, dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Program kerja Satgas ini terdiri dari Program Pencegahan dan Program Penanganan.

Program Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi yang berupa public expose, iklan,
penyebaran brosur dan poster serta melakukan seminar/workshop mengenai tindakan
melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan
investasi. Tujuan pokok dari kegiatan pencegahan adalah memberikan penjelasan
kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk
penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, baik yang legal maupun yang ilegal.
Dengan demikian diharapkan akan timbul sikap kritis dan waspada pada masyarakat
terhadap berbagai kegiatan investasi.

Satgas Waspada Investasi juga telah melakukan penanganan atas kasus yang
dilaporkan oleh masyarakat, yang berupa pemeriksaan dan atau penyidikan kasus
oleh instansi yang berwenang, pemeriksaan bersama atas pihak yang diduga
melakukan pelanggaran, dan pertemuan antar instansi anggota Satgas untuk
membahas penanganan kasus.

Sampai dengan akhir tahun 2009, Satgas Waspada Investasi telah melaksanakan
beberapa kali Seminar/Sosialisasi Waspada Investasi di beberapa kota besar dan
melalui Talkshow Radio, melakukan rapat koordinasi untuk membahas perkembangan
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kasus serta menerima pengaduan masyarakat atas dugaan penghimpunan dana
masyarakat dan pengelolaan investasi secara ilegal.

KAJIAN DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN STRATEGIS

Studi tentang Pengembangan Program Pendidikan Berkelanjutan Wakil
Perusahaan Efek dan Program Pelatihan Internal Perusahaan Efek

Studi ini bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian investor yang disebabkan oleh
perilaku pemegang izin Wakil Perusahaan Efek yang tidak kompeten dan
bertentangan dengan hukum. saat ini, belum adanya ketentuan maupun peraturan
yang mewajibkan para pemegang izin Wakil Perusahaan Efek untuk mengikuti
pendidikan berkelanjutan yang menetapkan standarisasi kurikulum Pendidikan Profesi
Lanjutan bagi Wakil Perusahaan Efek yang memiliki izin berbeda. Hasil studi
diharapkan dapat menjadi bahan rumusan Bapepam-LK dalam pengaturan pendidikan
berkelanjutan dan atau pelatihan internal perusahaan efek menjadi suatu kewajiban
dari pelaku pasarnya baikperusahaan efek, pemegang ijin maupun pihak-pihak yang
berkepentingan, khususnya yang terkait dengan pendidikan berkelanjutan dan atau
pelatihan internal perusahaan efek.

Hasil Kajian Pemenuhan Prinsip-prinsip IOSCO terkait Bidang Tugas Biro
Transaksi dan Lembaga Efek dalam Peraturan dan Praktik di Pasar Modal
Indonesia

Hasil kajian ini merupakan rangkuman dan ringkasan dari serangkaian kegiatan self-
assessment sebagai bagian dari upaya Bapepam LK untuk dapat memenuhi prinsip-
prinsip IOSCO dan rekomendasi CPSS/IOSCO yang menjadi bidang tugas Biro
Transaksi dan Lembaga Efek. Sebagai standar yang secara internasional menjadi
acuan pengembangan pasar modal di seluruh dunia, prinsip dan rekomendasi tersebut
telah menjadi ukuran bagi majunya suatu pasar modal di suatu negara. Pemenuhan
terhadap prinsip-prinsip dan rekomendasi ini dapat menjadi daya tarik investor baik
domestik maupun asing dalam meningkatkan nilai investasinya di pasar modal
Indonesia sehingga hasil kajian ini dapat digunakan sebagai acuan yang berarti bagi
pengembangan pasar modal Indonesia.

Sosialisasi Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi
Short Selling Oleh Perusahaan Efek

Dalam rangka sosialisasi kepada para pelaku pasar terkait Transaksi Efek Oleh
Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek,
Bapepam-LK melakukan sosialisasi Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-
556/BL/2008 tentang perubahan Pasal 2 Huruf a, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5
Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : 258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang
Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi
Short Selling Oleh Perusahaan Efek kepada para Anggota Bursa. Kegiatan ini
bersamaan dengan sosialisai BEI mengenai Peraturan BEI Nomor IlI-1 tentang
Keanggotaan Margin dan Short Selling, Peraturan BEI Nomor |I-H tentang Persyaratan
dan Perdagangan dalam Transaksi Margin dan Transaksi Short Selling serta
penjelasan Perkembangan Proyek Pembaharuan Sistem Perdagangan kepada para
Anggota Bursa.

Sosialisasi Penyempurnaan Peraturan Nomor: X.M.3 tentang Pelaporan
Transaksi Efek

Pada tanggal 14 September 2009, Bapepam-LK melakukan sosialisasi kepada para
pelaku pasar terkait penyempurnaan Peraturan Nomor: X.M.3 tentang Pelaporan
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Transaksi Efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-
123/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 di Bursa Efek Indonesia.

Studi tentang Praktek dan Regulasi Sustainability Stock

Studi ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan pasar modal
khususnya saham yang mempunyai karakteristik tertentu. Salah satu produk pasar
modal yang cukup banyak dikembangkan saat ini adalah saham perusahaan yang
dalam menjalankan kegiatannya tidak hanya memperhatikan aspek bisnis atau
ekonomi semata namun juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan atau sering
di sebut sdsainapibtynstocko . Studi i ni bertujuan

penting terutama kriteria dan penilaian yang diterapkan dalam mengklarifikasikan
saham perusahaan sebagai sustaianability stock. Hasil studi ini diharapkan dapat
menjadi bahan untuk mengembangkan produk pasar modal sehingga dapat
menambah jenis produk yang ditawarkan sebagai alternatif investasi di pasar modal.

Studi Mengenai Implementasi Keterbukaan Dalam Laporan Reksa Dana

Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Implementasi Keterbukaan Dalam
Laporan Reksa Dana oleh Bank Kustodian kepada pemegang Unit Penyertaan dan
pengetahuan investor atas hak memperoleh laporan, mulai dari bentuk dan isi laporan
yang komunikatif dan informatif sampai dengan penyampaian laporan secara tepat
waktu. Dengan demikian studi ini dapat memberi gambaran bagi Bapepam dan LK
dalam menilai efektifitas penerapan peraturan X.D.1 dan peraturan lain yang terkait
dengan kegiatan Reksa Dana oleh Bank Kustodian dan pemahaman investor terhadap
peraturan tersebut. Hasil studi diharapkan dapat bermanfaat bagi bahan rumusan
dalam penyusunan peraturan baru atau revisi peraturan yang sudah ada jika
diperlukan.

Kajian Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Perusahaan Efek
Terkait Dengan Fungsi Kepatuhan Dalam Penyempurnaan Peraturan V.D.3

Kajian ini bertujuan untuk untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai
pemahaman dari Perusahaan Efek terhadap praktik kepatuhan yang sesuai dengan
budaya prinsip-prinsip GCG dikaitkan dengan budaya bisnis Perusahaan Efek di
Indonesia serta membandingkan praktik kepatuhan yang diterapkan di berbagai
negara maju dalam mendukung bisnis Perusahaan Efek. Hasil kajian ini diharapkan
dapat digunakan sebagai bahan untuk pengembangan kebijakan dan pengaturan
fungsi kepatuhan di Perusahaan Efek Indonesia dan Pasar Modal umumnya.

Kajian mengenai Praktik dan Regulasi Backdoor Listing

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui praktik pengambilalihan perusahaan terbuka
yang dilakukan melalui backdoor listing, mengingat sejumlah perusahaan di Pasar
Modal Indonesia diduga telah melakukannya. Dalam kajian ini dilakukan perbandingan
mengenai bagaimana backdoor listing dilakukan, metode apa yang digunakan dalam
melakukan backdoor listing, dan regulasi yang mengaturnya, antara praktik yang
berlaku di negara-negara lain dengan yang terjadi di Pasar Modal Indonesia. Selain
itu, dikaji juga analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat timbul akibat
perbedaan praktik dan regulasi di Pasar Modal Indonesia dengan negara-negara lain.

Kajian tentang Pengaturan Penerbitan Saham dalam rangka Program Pemilikan
Saham oleh Karyawan

Kajian ini bertujuan untuk memenuhi naskah akademis terhadap rancangan peraturan
ESO dengan melakukan studi pustaka dan membandingkan substansi pengaturan
ESO tersebut dengan praktik dan regulasi di beberapa negara. Kajian ditekankan pada
pemberian kemudahan pengajuan program ESO dibandingkan dengan proses
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penawaran umum, dan pengungkapan keterbukaan informasi yang lebih memadai
untuk melindungi kepentingan publik dan karyawan.

Analisis tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik oleh Emiten dan
Perusahaan Publik

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana prinsip-prinsip tata
kelola perusahaan yang baik khususnya yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK
terkait dengan Komisaris, Direksi dan Komite-komite yang dibentuk untuk membantu
fungsi Komisaris telah dilaksanakan oleh Emiten dan Perusahaan Publik. Hasil
kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan
kebijakan di bidang tata Kelola Perusahaan khususnya Emiten dan Perusahaan
Publik.

Analisis tentang Keterbukaan Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
terhadap Masyarakat dan Lingkungan (CSR) dalam Laporan Tahunan Emiten
dan Perusahaan Publik

Kegiatan ini menganalisa laporan aktivitas dan biaya yang dilakukan perusahaan
terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan
lingkungan yang tercantum dalam laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik
sesuai Peraturan Bapepam-LK No X.K.6. Hasil analisis ini memberikan gambaran
mengenai kegiatan CSR yang dominan dilaporkan perusahaan, secara total sampel
dan per sektor industri.

Kajian Standar Akuntansi Internasional

Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan oleh International Organization of Securities
Commission (I0OSCO) dan G-20 adalah perlunya negara-negara anggotanya untuk
melakukan konvergensi terhadap International ~ Accounting Standards
(IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS). Sebagai negara anggota
IOSCO dan G-20, Indonesia berkomitmen untuk melakukan konvergensi tersebut
secara penuh pada tahun 2012.

Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, Bapepam-LK melakukan kajian
tentang IFRS 3 tentang Bussiness Combinations. Hasil kajian dimaksud diharapkan
dapat digunakan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
(DSAK 1Al untuk merevisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 22
(reformat 2007) tentang Akuntansi Penggabungan Usaha. Selanjutnya, hasil revisi
PSAK 22 tersebut akan dijadikan acuan dalam merevisi peraturan Bapepam-LK
terkait, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan
Keuangan.

Kajian mengenai Tanggung Jawab Direksi Manajer Investasi Atas Laporan
Keuangan Reksa Dana

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan
menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana
tersebut diinvestasikan kembali di pasar modal dan di pasar uang. Kontrak investasi
kolektif melibatkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang berdasarkan kontrak
tersebut Manajer Investasi bertindak sebagai pengelola portofolio investasi kolektif,
sedangkan Bank Kustodian menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksa
Dana. Kajian ini dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan mengenai tanggung
jawab direksi Manajer Investasi atas Laporan Keuangan Reksa Dana dalam rangka
meningkatkan profesionalisme pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK serta
meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan Reksa Dana oleh Manajer
Investasi.
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Penyusunan Buletin Akuntansi Staf (BAS)

BAS merupakan interpretasi dan praktik terhadap suatu ketentuan di bidang akuntansi
dan auditing yang dilaksanakan oleh staf di biro teknis dan Biro Standar Akuntansi dan
Keterbukaan dalam melaksanakan tugasnya. Pada tahun 2009 dilakukan penyusunan
2 BAS, yaitu BAS 10 dan 11.

BAS 10 menyajikan pandangan staf mengenai perlakuan akuntansi atas saldo selisih
penilaian aset dan kewajiban dalam rangka kuasi reorganisasi. Sedangkan BAS 11
menyajikan pandangan staf mengenai perlakuan akuntansi atas surat ketetapan pajak
kurang bayar.

Sosialisasi Internal

a. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penyebarluasan
informasi mengenai BAS, mendapatkan masukan dalam rangka penyusunan
peraturan yang akan diterbitkan, serta tentang kegiatan FSAP khususnya di
lingkungan internal Bapepam-LK. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 9-10
September 2009. Adapun materi sosialisasi yang disampaikan adalah:

- Buletin Akuntansi Staf, yang meliputi BAS nomor 8 mengenai Pemberian
Tantiem dan Bonus Serta Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan BAS
nomor 9 mengenai Kewajiban Audit Atas Laporan Keuangan oleh Akuntan.

- Draft Peraturan tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana
dan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah.

- Pelaksanaan Financial Sector Assessment Program (FSAP).

b. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penyebarluasan
informasi mengenai Peraturan Nomor: VIII.C.3, tentang Pedoman Penilaian dan
Penyajian Laporan Penilaian Usaha khususnya di lingkungan Bapepam-LK. Acara
tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 November 2009.

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI BAPEPAM-LK

Reformasi birokrasi yang dilakukan Bapepam-LK mengacu pada program Reformasi
Birokrasi Departemen Keuangan yang diprioritaskan pada tiga hal utama, yaitu
penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan manajemen
sumber daya manusia. Ketiganya diharapkan mampu menciptakan aparatur negara
yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Melalui reformasi birokrasi,
diharapkan Bapepam-LK menjadi regulator yang profesional, efektif dan efisien,
sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima

Adapun kegiatan reformasi birokrasi Bapepam-LK sepanjang periode 1 januari 2009
sampai dengan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

1. Penataan Organisasi

a. Usulan Reorganisasi Struktural Bapepam-LK

Dalam rangka mengakomodasi perkembangan industri pasar modal dan
lembaga keuangan yang semakin dinamis maka diperlukan Organisasi
Bapepam-LK yang dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan
serta penegakan hukum secara efektif dan efisien.

Berkenaan dengan hal tersebut dan dalam rangka melanjutkan proses
reformasi birokrasi Bapepam-LK, yaitu untuk meningkatkan kualitas penerapan
tata kelola yang baik, dengan melihat beban kerja yang semakin besar, serta
meningkatnya kompleksitas tugas dan fungsi yang diemban, maka dipandang
perlu untuk melakukan penyempurnaan struktur Organisasi di lingkungan
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Bapepam-LK. Secara lebih khusus, alasan perlunya penyempurnaan
Organisasi dimaksud adalah sebagai berikut:

1). Untuk memenuhi tuntutan perkembangan organisasi dimana fungsi Bagian
Kepegawaian perlu dipertajam, tidak sekedar pengelolaan administrasi
kepegawaian, namun lebih ditekankan pada fungsi perencanaan sumber
daya manusia untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

2). Upaya peningkatan efektivitas penanganan pekerjaan dan kesinambungan
kerja di Biro Pengelolaan Investasi, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Biro
Perasuransian, dan Biro Dana Pensiun.

3). Perlunya Penajaman fungsi pada Biro Kepatuhan Internal.

4). Pembenahan regulator akuntan dan penilai publik yang mengamanatkan
peleburan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) ke
Bapepam-LK.

b. Penyusunan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Bapepam-LK

Pada tanggal 1 April 2009 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 64/PMK.01/2009 tentang Tenaga Pengkaji di lingkungan Bapepam-LK,

yaitu meliputi:

1). Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Pasar Modal

2). Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan

3). Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas Organisasi dan
Kebijakan Internasional

Adapun Tenaga Pengkaji mempunyai tugas menelaah dan mengkaji hal-hal

yang menyangkut pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan,

pengembangan kapasitas organisasi Bapepam-LK dan kebijakan internasional

di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, serta menyusun rekomendasi

tentang strategi pengembangan dan penanganannya

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pengkaji menyelenggarakan fungsi:

a) Penelaahan, pengkajian, dan penyusunan rekomendasi tentang strategi
pengembangan di bidang pasar modal;

b) Penelaahan, pengkajian, dan penyusunan rekomendasi tentang strategi
pengembangan hal-hal yang menyangkut kapasitas organisasi Bapepam-
LK dan kebijakan internasional di bidang pasar modal dan lembaga
keuangan.

c) Penelaahan, pengkajian, dan penyusunan rekomendasi tentang strategi
pengembangan di bidang pasar modal;

2. Penyempurnaan Proses Bisnis
Penyempurnaan proses bisnis difokuskan dan diarahkan pada upaya
meningkatkan layanan publik. Bapepam-LK berusaha mengubah citra dari proses
yang cenderung kurang memberi kepastian menuju proses yang pasti pada setiap
tahapannya, sehingga publik mendapat kepastian mengenai waktu, persyaratan
administrasi, dan biaya (jika ada).
Sebagai organisasi yang pro publik, maka penyempurnaan proses bisnis di
Bapepam-LK diarahkan untuk menghasilkan proses bisnis yang akuntabel dan
transparan, serta mempunyai kinerja yang cepat dan ringkas. Untuk itu, Bapepam-
LK menyusun SOP yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis keluaran
pekerjaan secara komprehensif, melakukan analisis dan evaluasi jabatan untuk
memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan,
serta melakukan analisis beban kerja untuk dapat memperoleh informasi mengenai
waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
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a. Penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas secara efisien, efektif, transparan dan
akuntabel, serta menindaklanjuti hasil penelaahan dan penilaian internal atas
SOP, serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
100/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan tata kerja
Departemen Keuangan, maka perlu dilakukan penyempurnaan SOP yang ada
(Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-71/BL/2007 tanggal 30 April
2007).

Adapun seluruh SOP yang disempurnakan secara garis besar berjumlah
sebagai berikut:

No. Unit ;:\g?mﬂirJZinBiﬁ Dihapus

1. | Bagian Keuangan (Sekretariat Badg = - 24 SOP 7 SOP

2. | Bagian Umum (Sekretariat Badan) | = - 3 SOP 1SOP

3. | BiroPBH; =| 1SOP 3 SOP -

4. | Biro Riset dan Teknologi Infarmas | =| 9 SOP 3 SOP -

5. | Biro Standar Akuntansi dan Keterbu = | 8 SOP 19 SOP 28 SOP

6. | Biro Perasuransian; = - 28 SOP -

7. | Biro Dana Pensiun; =| 28 SOP, 10 SOP 9 SOP

8. | Biro Kepatuhan Internal. = - 9 SOP 12 SOP
Total =| 46 SOR 99 SOP | 57 SOP

Selanjutnya Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan telah memberikan
persetujuan atas penyempurnaan SOP Bapepam-LK tahun 2009, dengan surat
Nomor S-1243/SJ/2009 tanggal 26 Agustus 2009.

b. SOP Layanan Unggulan
Pada bulan Maret 2009 telah dilakukan penyempurnaan terhadap 7 SOP
Layanan Unggulan yang telah ada, dan dilakukan pula penambahan 4 SOP
yang akan diusulkan sebagai SOP Layanan Unggulan.
Adapun 7 SOP Layanan Unggulan yang dilakukan penyempurnaan dimaksud,
adalah:

1). SOP Pelayanan Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emiten/Perusahaan
Publik

2). SOP Pelayanan Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)/Wakil
Perantara Pedagang Efek (WPPE)

3). SOP Pelayanan Pemberian/Penolakan Izin Usaha Perusahaan Asuransi/
Reasuransi, termasuk Perusahaan dengan Prinsip Syariah

4). SOP Pelayanan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif atau Perseroan

5). SOP Pelayanan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun

6). SOP Pelayanan Permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

7). SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi
Penunjang Pasar Modal.

Sedangkan 3 SOP yang diusulkan untuk menjadi SOP Layanan Unggulan

adalah:

1). SOP Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan
2). SOP Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan
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3). SOP Pelayanan Pemberian/Penolakan Izin Usaha Kantor Cabang
Perusahaan Asuransi termasuk Kantor Cabang dengan Prinsip Syariah
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

. Analisis dan Evaluasi Jabatan

Pada tahun 2009 dilaksanakan penyusunan kembali Uraian Jabatan sesuai
dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal No.: SE-872/SJ/2008 tanggal 16 Juli
2008 tentang Pelaksanaan Analisis Jabatan sebagai Tindak Lanjut PMK No.:
100/PMK.01/2008. Pada dasarnya penyusunan kembali Uraian Jabatan
tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan nomenklatur dan
penambahan unit eselon Il dan IV di Biro Perundang-undangan dan Bantuan
Hukum, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan dan Biro Standar Akuntansi dan
Keterbukaan. Selain karena alasan yang pertama, Surat Edaran dimaksud juga
mengharuskan adanya penyesuaian terhadap Uraian Jabatan untuk unit
eselon Il lain yang tidak mengalami perubahan terutama terhadap butir Standar
Kompetensi (Pejabat dan Pelaksana), Dimensi Jabatan (Pelaksana) dan
Kedudukan Jabatan (Pelaksana).

Konsep Uraian Jabatan yang telah disesuaikan berjumlah 1,703 dengan rincian
1 Uraian Jabatan Ketua, 13 Uraian Jabatan Pejabat Eselon Il, 61 Uraian
Jabatan Pejabat Eselon 1ll, 189 Uraian Jabatan Pejabat Eselon IV dan 1.439
Uraian Jabatan Pelaksana. Uraian Jabatan tersebut telah di cetak pada tanggal
25 Februari 2009 kemudian di sampaikan ke Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan dan ditetapkan dengan PMK Nomor 707/PM.1/2008 tentang
Uraian Jabatan di Lingkungan Bapepam-LK.

Pengukuran Beban Kerja

Proses pengukuran Analisis Beban Kerja (ABK) di Departemen Keuangan
pada tahun 2009, dimulai dengan kegiatan Bimbingan Teknis untuk seluruh
unit eselon | dimana untuk Bapepam-LK dilaksanakan pada tanggal 6 i 7 Mei
20009.

Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2008 dilakukan pengolahan data ABK
oleh Subbidang ABK yang terdiri atas perwakilan dari masing-masing unit
eselon 1l Bapepam-LK. Hasil pengolahan data beban kerja tersebut
menghasilkan besaran beban kerja, besaran efektivitas dan efisiensi unit,
prestasi unit dan kebutuhan pegawai, sehingga dapat diperoleh gambaran
sebagai berikut :

1). Kegiatan analisis beban kerja (ABK) Bapepam-LK Tahun Anggaran 2009
merupakan analisis lanjutan dari ABK Tahun 2008, sebagaimana
diamanatkan dalam Bab IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor
140/PMK.01/2006. Pengukuran beban kerja Bapepam-LK Tahun Anggaran
2009 dilakukan secara mandiri terhadap Sekretariat Badan dan 12 Biro
berdasarkan kegiatan pada tahun 2008.

2). Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan ABK pada tahun 2008, total beban
kerja Bapepam-LK tercatat sejumlah 1.127.392,39 jam kerja efektif. Dari
hasil pengolahan beban kerja selanjutnya didapat rata-rata efektifitas dan
efisiensi unit kerja (EU) Bapepam-LK sebesar 1,07, yang mengindikasikan
prestasi unit (PU) sangat baik (A). Adapun total kebutuhan pegawai
Bapepam-LK berdasarkan beban kerja tahun 2008 adalah sebanyak 718
orang, sementara jumlah pegawai yang ada sebanyak 702 orang. Dengan
demikian, terdapat kekurangan pegawai Bapepam-LK, berdasarkan ABK
sebanyak 16 orang pada tahun 2008.
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3). Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan dan kenaikan beban kerja
adalah volume kerja, disamping adanya perubahan standard norma waktu
akibat perbaikan business process yang terus berjalan seiring dengan
Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan, termasuk
Bapepam-LK.

Dari hasil pengolahan data ABK Bapepam-LK telah dipaparkan oleh Sekretaris

Badan di hadapan Tim Reformasi Birokrasi Pusat pada pertengahan bulan

Oktober 2009 dan laporan hasil pengolahan ABK telah pula disampaikan

kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua TRBP sebagai bahan rekomendasi

dalam penyusunan laporan akhir TRBP yang akan disampaikan kepada

Menteri Keuangan.

3. Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia
Program kerja strategis yang telah dilaksanakan, yaitu:

a.

Melaksanakan Program Rekrutmen langsung pegawai baru lulusan S1/S2,

yaitu:

1). melaksanakan Program Penjajakan Minat dan Karir di universitas-
universitas terkemuka di Indonesia

2). melaksanakan Program Orientasi pegawai baru lulusan S1/S2

3). melaksanakan Program Secondment tahap 1 pegawai baru lulusan S1/S2

4). melaksanakan Pembekalan Umum aspek mikro pasar modal dan lembaga
keuangan serta Peran dan Manfaat Bapepam-LK oleh Ketua Badan

5). melaksanakan Pembekalan Umum aspek makro pasar modal dan lembaga
keuangan pegawai baru lulusan S1/S2 oleh Ketua Badan

Melaksanakan Program Orientasi pegawai baru lulusan D1/D3, yaitu:

1). melaksanakan Orientasi pegawai baru lulusan D1/D3

2). melaksanakan Pembekalan Umum tentang pasar modal dan lembaga
keuangan (mikro) serta Peran dan Manfaat Bapepam-LK oleh Ketua Badan

3). melaksanakan Pembekalan Umum pegawai baru lulusan D1/D3 oleh Ketua
Badan

Melaksanakan Penyelarasan organisasi, kepegawaian, manajemen bakat
dan Skema Pensiun, yaitu:

1). melaksanakan Pemetaan data hasil survey pension

2). melaksanakan Sosialisasi perlunya persiapan program pelatihan pensiun
serta memberikan wawasan pengembangan pada saat menjalani masa
pension

Melaksanakan Pengembangan Bagian Kepegawaian, yaitu :

1). menyusun Usulan Restrukturisasi Bagian Kepegawaian, dan sudah
disampaikan kepada Sekretariat Jendral Departemen Keuangan. Sampai
saat ini masih dalam proses karena proses resktrukturisasi memerlukan
persetujuan dari pihak diluar Bapepam-LK seperti Setjen dan MENPAN.

2). melaksanakan Team Building yang difasilitatori oleh konsultan SDM TAMF.

3). melaksanakan Pelatihan Training Needs Analysis.

Melaksanakan Program Pembelajaran dan Pengembangan, yaitu :

1). melaksanakan Pelatihan Assessor

2). melaksanakan Pelatihan Effective Training Evaluation

3). melaksanakan Leadership and Development Program yang difasilitatori
oleh konsultan SDM TAMF

4). melaksanakan Pelatihan Performance Management
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VIII.
1.

5). melaksanakan Forum Knowledge Sharing

6). melaksanakan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa bekerjasama
dengan Bapenas

7). melaksanakan Pelatihan PPNS Regular dan Eksekutif (Lanjutan)
bekerjasama dengan POLRI

PASAR MODAL SYARIAH

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Tahun 2009 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan rangkaian program
pengembangan Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan dalam Master Plan
Pasar Modal Indonesia sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Salah satu
target yang dicanangkan dalam Master Plan tersebut adalah Pengembangan Pasar
Modal Berbasis Syariah. Kegiatan yang telah dilakukan Bapepam-LK sebagai
implementasi dari Master Plan difokuskan kepada 3 hal utama yaitu Pengembangan
Kerangka Hukum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Pengembangan Produk
Syariah, dan Sosialisasi tentang prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

a. Pengembangan Kerangka Hukum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Sejalan dengan prioritas sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Master
Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Dalam rangka pengembangan kerangka
hukum Pasar Modal syariah, Bapepam-LK secara berkelanjutan melakukan
pemantauan terhadap implementasi peraturan terkait dengan penerapan prinsip
syariah di Pasar Modal. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2009 antara lain
sebagai berikut:

1). Bapepam-LK pada tanggal 30 Juni 2009 telah menerbitkan 2 revisi peraturan
terkait dengan penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu
Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan revisi Peraturan
Nomor 11.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Revisi
peraturan ini diharapkan dapat menjadi panduan yang lebih jelas bagi Emiten
dan atau Perusahaan Publik yang akan menerbitkan Efek Syariah serta bagi
Manajer Investasi dan investor lain yang akan menginvestasikan dananya pada
Efek Syariah.

2). Bapepam-LK saat ini sedang melakukan revisi Peraturan 1X.A.14 tentang
Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
khususnya tentang usulan penambahan akad Musyarakah dan akad Istishna
sebagai dasar akad dalam penerbitan Efek Syariah. Revisi peraturan ini
bertujuan untuk lebih memperluas alternatif akad yang dapat dijadikan dasar
dalam penerbitan Efek Syariah sehingga diharapkan dapat mempercepat
pertumbuhan Efek Syariah.

3). Bapepam-LK saat ini sedang melakukan penyusunan draft peraturan terkait
dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta peraturan terkait dengan Ahli
Syariah di Pasar Modal. Penyusunan draft peraturan ini sebagai salah satu
upaya untuk melakukan pemberdayaan pelaku pasar dalam pengembangan
penerapan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana telah diamanatkan
dalam Master Plan.

4). Bapepam-LK juga sedang melakukan penyusunan draft peraturan Pedoman
Penyajian Laporan Keuangan Reksadana Syariah berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif (KIK). Penyusunan draft peraturan ini bertujuan agar Reksadana
Syariah mempunyai pedoman dalam menyajikan laporan keuangannya.
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5). Bapepam-LK saat ini sedang melakukan penyusunan draft peraturan Pedoman
Penyajian Laporan Keuangan Emiten yang Menerbitkan Sukuk. Penyusunan
draft peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Emiten yang
menerbitkan sukuk dalam menyajikan laporan keuangannya.

6). Bapepam-LK saat ini juga secara aktif terlibat dalam penyusunan draft
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang akuntansi Sukuk
bersama lkatan Akuntansi Indonesia (IAl) dan Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal

Sebagai salah satu implementasi upaya strategi pengembangan produk berbasis
syariah di Pasar Modal, Bapepam-LK pada tahun 2009 telah menerbitkan Daftar
Efek Syariah (DES) periodik sebanyak 2 kali yaitu melalui Surat Keputusan Ketua
Bapepam-LK nomor Kep-121/BL/2009 pada tanggal 29 Mei 2009 dan melalui
Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor Kep-416/BL/2009 pada tanggal 30
November 2009. Efek yang termasuk dalam DES periodik terakhir yaitu DES yang
diterbitkan melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-
416/BL/2009 terdiri dari 6 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), 26 Sukuk, 46
Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah dan 196 saham yang termasuk kategori Efek
Syariah.

Di samping penerbitan DES periodik tersebut, Bapepam-LK juga secara
berkelanjutan menerbitkan DES insidentil terkait dengan Emiten yang melakukan
Penawaran Umum Saham. Penerbitan DES insidentil ini bertujuan untuk
memberikan kesempatan yang sama bagi reksa dana syariah dan investor lainnya
yang memilih produk syariah untuk melakukan pemesanan Efek tersebut saat
masa penawaran pada pasar perdana.

Selain penerbitan Daftar Efek Syariah (DES), saat ini Bapepam-LK telah
menyelesaikan kajian Pengembangan Produk terkait kemungkinan penggunaan
akad musyarakah dan akad istishna dalam penerbitan sukuk. Kajian ini
dimaksudkan agar dalam penerbitan sukuk di Indonesia, struktur penerbitannya
tidak terbatas hanya pada struktur dengan akad ijarah dan mudharabah, tetapi
juga memberikan alternatif akad lain yang dapat digunakan dalam mekanisme
penerbitan efek syariah di Indonesia.

Bapepam-LK juga telah menyelesaikan kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Minat Emiten dalam Menerbitkan Sukuk di Pasar Modal. Kajian ini bertujuan untuk
melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Emiten dan atau Perusahaan Publik
untuk menerbitkan Sukuk sehingga Bapepam-LK dapat mengambil kebijakan yang
tepat dalam mengembangkan pasar modal berbasis syariah di masa yang akan
datang.

Sosialisasi Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Sosialisasi Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal merupakan program
berkelanjutan yang dilakukan oleh Bapepam-LK dalam rangka akselerasi
pengembangan Pasar Modal Syariah. Program tersebut diselenggarakan
bekerjasama dengan pihak-pihak terkait baik internal Bapepam-LK maupun pihak
eksternal. Program Sosialisasi yang telah dilaksanakan selama Tahun 2009
antara lain sebagai berikut:

1). Berkontribusi dalam penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FES) ke-2
yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Jakarta Convention Centre
(JCC) Jakarta pada tanggal 4 i 8 Februari 2009.
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2). Kegiatan sosialisasi kepada kalangan perguruan tinggi baik yang diadakan di
Bapepam-LK maupun melalui kunjungan langsung ke kampus-kampus di
daerah antara lain ke Banjarmasin, Yogyakarta, Surakarta, Makassar,
Surabaya, Kudus, Riau, Malang, Madura, Palembang dan Bandung.

3). Kegiatan sosialisasi kepada pelaku pasar yang diadakan oleh Bapepam-LK
atau oleh pihak lain baik yang diadakan di Jakarta maupun di daerah seperti
Bogor, Surabaya, Bandung, dan Bali.

4). Melakukan kerjasama kongkrit dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan Pasar Modal syariah, antara lain:

a) Melakukan inisiasi awal penyusunan Arsitektur Keuangan Syariah
Indonesia (AKSI) bersama dengan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan
biro-biro terkait di Bapepam-LK (Biro Perasuransian, Biro Pembiayaan dan
Penjaminan, Biro Dana Pensiun).

b) Turut serta dalam pembahasan Naskah Akademik RUU Keuangan Haji
bersama dengan Departemen Agama.

Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal

Selama tahun 2009 terdapat 12 sukuk dari 7 Emiten yang memperoleh Pernyataan
Efektif dari Bapepam-LK dengan total nilai emisi dari penerbitan sukuk tersebut
sebesar Rp 1,22 triliun. Sampai dengan 29 Desember 2009, jumlah sukuk yang
beredar telah mencapai 28 sukuk sehingga proporsi jumlah sukuk telah mencapai
12,12% dari total Efek bersifat utang yang beredar.

Secara kumulatif, sampai dengan Desember 2009 jumlah sukuk yang telah diterbitkan
mencapai 41 sukuk, meningkat sebesar 41,3% dibanding akhir tahun 2008 yang baru
berjumlah 29 sukuk. Sementara total nilai emisi sukuk mencapai Rp 6,71 triliun pada
Desember 2009, meningkat sebesar 22,20% dibanding akhir tahun 2008 yang baru
mencapai Rp 5,49 triliun.

Sementara dalam periode yang sama, terdapat 11 Reksa Dana Syariah yang
memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK. Secara kumulatif sampai dengan
29 Desember 2009 terdapat 46 Reksa Dana Syariah, meningkat sebesar 24,3%
dibanding akhir tahun 2008 yang baru berjumlah 37 Reksa Dana Syariah. Proporsi
jumlah Reksa Dana Syariah telah mencapai 8,2% dari total Reksa Dana yang aktif,
meningkat dibandingkan akhir tahun 2008 yang baru mencapai 6,59%.

Ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB Reksa Dana Syariah pada Desember
2009 mencapai Rp 4,63 triliun, meningkat 161% dari NAB akhir tahun 2008 yang
hanya mencapai Rp 1,77 triliun. Perkembangan yang pesat ini meningkatkan proporsi
NAB Reksa Dana Syariah terhadap total NAB Reksa Dana yaitu mencapai 4,09%
pada Desember 2009 dibandingkan dengan akhir tahun 2008 sebesar 2,42%.

Sukuk Yang Masih Beredar Pada Tahun 2009
Per 29 Desember 2009

TANGGAL
NO NAMA SUKUK ST/;*EKSUF EMITEN TSFNE?(%AFL JATUH N'LA'('F\{'O)M'NAL
TEMPO P
1. | OS ljarah Apexindo Pratamg ljarah PT Apexindo | 30Mar05 | 8Aprl0 240,000,000,0(
Duta | Tahun 2005 Pratama Duta
Tbk
2. | OS ljarah Indo§athun 2005 ljarah PT Indosat Tbk| 13Jun05 | 21-Junll 285,000,000,0(
3. | OS ljarah | Ricky Putra ljarah PT Ricky Putra| 7-Jul05 12Jut10 60,400,000,00
Globalindo Tahun 2005 Globalindo Tbk
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4. | OS ljarah PLN | Tahun 2006 ljarah PT Perusahaan 12Jur06 | 21-Junl6 200,000,000,0(
Listrik Nega
(Persero)
5. | Sukuk ljarah Berlian Laju Ta ljarah PT Berlian Laju| 5-Jul07 5Jutl2 200,000,000,0(¢
Tahun 2007 Tanker Tbk
6. | Sukuk ljarah Indosat Il Tahu ljarah PT Indosat Thk| 29Mei07 | 29Meild 400,00@00,00(0
2007
7. | Sukuk ljarah PLN Il Tahun 2 ljarah PT Perusahaan 10Jul07 10Jutl? 300,000,000,0(
Listrik Negara
(Persero)
8. | Sukuk Mudharabah | Adhi | Mudharabal PT Adhi Karya | 6-Jul07 6-Jutl2 125,000,000,0(
Tahun 2007 (Persero) Tbk
9. | Sukuk ljaraneka Gas Indus; ljarah PT Aneka Gas | 26Jun08 8-Jutl3 160,000,000,0(
| Tahun 2008 Industri
10. | Sukuk ljarah Indosat Il Taht ljarah PT Indosat Tbk| 27Mar-08 | 9-Aprl3 570,000,000,0(¢
2008
11. | Sukuk ljarah Metrodata ljarah PT Metrodata | 26Jun08 4-Jui13 90,000,000,00
Eletronics | Tahun 2008 Electronics Thk|
12. | Sukuk ljarah | Summarecon ljarah PT Summarecq 13Jun08 | 25Junl3 200,000,000,0(¢
Agung Tahun 2008 Agung Thk
13. | Sukuk Mudharabah | Mayord Mudharabal PT Mayora Indg 28Mei08 | 5Junl3 200,000,000,0(
Indah Tahun 2008 Tbk
14. | Sukuk Subordinasi Mudhara| Mudharabal PT Bank Syarig 30Jun08 10Jul18 314,000,000,0(
Bank Muamalat Tahun 2008 Muamalat
Indonesia Thk
15. | Sukuk ljarah PLN Il Tahun ? ljarah PT Perusahaan 31Des08 | 9Janl4 293,000,000,0(¢
seri A Listrik Bgara
(Persero)
16. | Sukuk ljarah PLN IIl Tahun ? ljarah PT Perusahaan 31Des08 | 9Janl6 467,000,000,0(
seri B Listrik Negara
(Persero)
17.| Sukuk ljarah Matahari Putra ljarah PT Matahari 1-Mar09 14Aprl12 90,000,000,00
Prima Il Tahun 2009 Seri A Putra Prima Thk
18. | Sukuk ljarah Matahari Putra ljarah PT Matahari 1-Mar09 14Aprl4d 136,000,000,0(
Prima Il Tahun 2009 Seri B Putra Prima Tb
19. | Sukuk ljarah Berlian Laju Ta ljarah PT Berliabaju | 15Mei09 | 28Meil2 45,000,000,00
Il Tahun 2009 Seri A Tanker Tbk
20. | Sukuk ljarah Berlian Laju Ta ljarah PT Berlian Laju| 15May09 | 28May14 55,000,000,00
Il Tahun 2009 Seri B Tanker Thk
21. | Sukuk ljarah | Bakrieland ljarah PT Bakrietal 29Jun09 7-Jutll 60,000,000,00
Development Th. 2009 seri 4 Development
Tbk
22. | Sukuk ljarah | Bakrieland ljarah PT Bakrieland | 29Jun09 7-Jukl2 90,000,000,00
Development Th. 2009 seri | Development
Thk
23. | Sukuk ljarah Salim lvomas ljarah PT Salim Ivomg 20Nov09 | 1-Desl4 278,000,000,0(
Pratama | tahun 2009 Pratama
24 | Sukuk ljarah Pupuk Kaltim | ljarah PT Pupuk 24Nov09 | 4-Desl4d 131,000,000,0(
Tahun 2009 Kalimantan
Timur (Persero
25 | Sukuk ljarah Indosat IV Taht ljarah PT Indosat Thk| 30Nov09 | 8Desl4 28,000,000,00
2009 Seri A
26 | Sukuk ljarah Indosat IV Taht ljarah PT Indosat Tbk| 30Nov09 | 8Desl6 172,000,000,0(
2009 Seri B
27. | Sukuk ljarah Mitra Adiperkas ljarah PT Mitra 8Des09 16Des12 96,000,000,00
Tahun 2009 Seri A Adiperkasa Thk
28 | Sukuk ljaratlitra Adiperkasa ljarah PT Mitra 8Des09 | 16Desl4 39,000,000,00

Tahun 2009 Seri B

Adiperkasa Tbk

TOTAL NILAI NOMINAL

5,324,400,000,0(
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Sukuk Yang Sudah Dilunasi Pada Tahun 2009

Per 29 Desember 2009

TANGGAL
STRUKTUR TANGGAL NILAI NOMINAL
NO NAMA SUKUK EMITEN JATUH
IAKAD EFEKTIF| Tevmpo (Rp)
1. | OS Mudharabah Indosat Tal Mudharabal PT Indosat Thk| 30:Okt02 6-Nov07 175,000,000,0(
2002
2. | OS Mudharabah Ciliandra | Mudharabal PT Ciliandra 18Sep03 | 26Sep08 60,000,000,0(
Perkasa Tahun 2003 Perkasa
3. | OS Berlian Laju Tanker Syaj Mudharabal PT Berlian Laju| 12Mei03 | 28Mei08 60,000,000,00
Mudharabah Th. 2003 Tanker Tbk
4. | OS Citra Sari Makmur | Syat ljarah PT Citra Sari | 30Jun04 9-Jul09 100,000,000,0(¢
ljarah Tahun 2004 Makmur
5. | OS Mudirabah Bank Bukopi| Mudharabal PT Bank 30Jun03 10Jul08 45,000,000,00
Tahun 2003 Bukopin Thk
6. | OS Mudharabah Bank Sya| Mudharabal PT Bank Syarig 220kt03 | 31-Okt08 200,000,000,0(
Mandiri Tahun 2003 Mandiri
7. | OS Mudharabah PTPN VII | Mudharabal PT PTPN VII 18Mar04 | 26Mar09 75,000,000,00
Tahun 21 (Persero)
8. 0S | Subordinasi Bank Mudharabal ,\P/l'll;:rﬁ;:;?yana 30Jun03 | 15Jutl0 200,000,000,0(¢
Muamalat Tahun 2003 :
Indonesia Thk
9. | OS ljarah | Matahari Putra P| ljarah PT Matahari 28Apr04 11-Mei09 150,000,000,0(
Tahun 2004 Putra Prima Tb
10 0S ljarah Sona Topas Touri ljarah PT S_ona Topag 14Junr04 | 25Jun09 52,000,000,00
Industry Tahun 2004 Tourism &
Industry Thk
11 | OS ljarah Indorent | Tahun 2 ljarah PT CSM 1-Nov04 | 11:Nov08 100,000,000,0(
Corporatama
12 | OS ljarah Berlina | Tahun 20 ljarah PT Berlina Tbk| 2-Dec04 | 15Des09 85,000,000,00
13 | OS ljarah | HITS Tahun 2004 ljarah PT Humpus 10Des04 | 17Des09 92,000,000,00
Intermoda
Transportasi Th
TOTAL NILAI NOMINAL 1,394,000,000,0¢(
Profil Reksa Dana Syariah Tahun 2009
Per 28 Desember 2009
Tanggal ilai i i
No Nama Reksadana 99 Jenis Nilai Aktiva Bersih
Efektif (Rp)
1 | Batavia Proteksi Syariah Matar{ 20 Agustus 2008 | Terproteksi 27,433,616,867.
2 | Big @na Muamalah 29 Oktober 2004 | Pendapatan Tetay 17,758,878,437.
3 | CIMBPrincipal Islamic Balanceq 12Sep06 Campuran 47,255,343,370.
Growth Syariah
4 | CIMBPrincipal Islamic Equity | 06 Agustus 2007 | Saham 235,399,158,164.
Growth Syariah
5| Cipta Syariah Balance 16Apr08 Campuran 30,438,370,202.
6 | Cipta Syariah Equity 16-Apr08 Saham 29,419,070,271.
7 | Danareksa Syariah Berimbang | 24 Nopember 200] Campuran 42,147,950,542.
8 | Mandiri Amanah Syariah Proteq 30 Juni 2009 Terproteksi USD. 8,367,720.
DollaFund
9 | Mandiri Amanah Syariah Proteq 21 Juli 2009 Terproteksi 122,762,697,678.

Rupiah Fund
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10

Mandiri Investa Atregifiriah

19 Desember 200

Saham

534,113,512,982.

11

Mandiri Investa D&@yariah

22 Desember 200

Pendapatan Tetay

22,052,202,078.

12 | Mandiri Syariah Terproteksi 27 Februari 2009 | Terproteksi 262,100,856,308.
Pendapatan Prima 3

13| Optima Campuran Syariah 10 Nopember 200 Campuran N/A

14| Optima Obligasi Syariah 10 Nopember 200 Pendapatan Teta N/A

15| PNM Amanah Syariah 26 Agustus 2004 | Pendapatan Teta 53,986,480,067.

16

Rd Trim Syariah Berimbang

26 Desember 200

Campuran

84,730,995,591.

17 | Rd Trim Syariah Saham 26 Desember 200 Saham 144,12%75,012.2

18 | RDT Mandiri Syariah Terprotek| 27 Februari 2009 | Terproteksi 142,173,293,121.
Pendapatan Prima 2

19| Reksa Dana Batasa Equity Syg 18Apr08 Saham 5,957,154,055.1

20 | Reksa Dana BNIS Saham Syar 04 Juli 2008 Saham 292,374,580.8

21| Reksa Dana Danareksa Indeks| 17 Maret 2006 Indeks 257,122,971,493.

Syariah

22

Reksa Dana Euro Peregrine Sy
Balanced Plus

29 Nopember 200

Campuran

1,220,175,114.%

23| Reksa dana Mandiri Investa Sy| 14 Oktober 2004 | Campuran 180,604,379,755.
Berimbang
24 | Reksa Dana Manulife Syariah | 16 Januari 2009 | Saham 370,176,967,193.

Sektoral Amanah

25| Reksa Dana Mega Dana Obligg 21 Mei 2007 Pendapatan Tetay 31,241,162,244.
Syariah

26 | Reksa Dana MeBana Saham | 3-Sep08 Saham 35,815,053,294.
Syariah

27 | Reksa Dana Mega Dana Syarig 11-Sep06 Campuran 92,212,767,094.

28 | Reksa Dana PNM Ekuitas Syar 26 Juli 2007 Saham 224,099,354,072.

29 | Reksa Dana PNM Syariah 15 Mei 2000 Campuran 115,711,353,517.

30| Reksa Dana Syariah Batasa Sy 3-Sep08 Pendapatan Tetay 36,944,211,300.

31| Reksa Dana Syariah Fortis Eqy 24 Maret 2008 Saham 161,863,447,584.

Amanah

32| Reksa Dana Syariah Fortis Peg 9-Apr07 Campuran 144,844,878,134.
Amanah

33| Reksa Dana Terproteksi 03 Agustus 2009 | Terproteksi 36,062,257,183.
Lautandhana Proteksi Syariah |

34 | Reksa Dana Terproteksi Mandi| 27 Februari 2009 | Terproteksi 557,204(18,407.1¢
Syariah Terproteksi Pendapata
Prima 1

35| Reksa Dana Terproteksi Trim | 19 Mei 2009 Terproteksi 37,087,615,356.
Syariah Terproteksi Prima 1

36 | Reksadana AAA Amanah Syari 17 Juni 2005 Campuran 16,690,629,449.
Fund

37 | Reksadana BNI Dana Syariah | 21-Apr04 Pendapatafetap 25,235,532,943.

38| Reksadana BNI Danaplus Syar| 21-Apr04 Campuran 16,089,848,604.

39 | Reksadana Capital Syariah Fle| 08 Agustus 2005 | Campuran 23,817,116,421.

40 | Reksadana Haji Syariah 13 Januari 2005 | Pendapatan Tetaf 52,761,233,000.

41 | Reksadana IPB Syariah 14 Desember 200 Campuran 50,443,317,508.

42 | Schroder Syariah Balanced Fur 22Apr09 Campuran 112,116,204,739.

43| Si Dana Saham Syariah 16 Juli 2007 Saham 53,058,599,733.
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44 | SyariatBatasa Kombinasi 29 Maret 2007 Campuran 14,354,767,659.

45 | Terproteksi CIMB Islamic Sukul 27 Februari 2009 | Terproteksi 64,593,095,304.0
Syariah

46 | Trim Syariah Terproteksi Prima] 19 Mei 2009 Terproteksi 32,017,621,082.9

Sumber Data : E-Monitoring Reksa Dana

UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN & PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Unit Eselon Il di lingkungan
Bapepam-LK

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2009, Biro Kepatuhan Internal
telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan kepatuhan
pelaksanaan tugas Unit Eselon Il di lingkungan Bapepam-LK yaitu:

a.

Pelaksanaan 10 Penelaahan dan Penilaian pelaksanaan tugas Unit Eselon Il di
lingkungan Bapepam-LK, dengan rincian 4 penelaahan dan penilaian pelaksanaan
tugas telah disampaikan ke Ketua dan 6 penelaahan dan penilaian pelaksanaan
tugas masih dalam proses penyusunan laporan.

Pelaksanaan audit khusus pada beberapa unit Eselon Il di lingkungan Bapepam-
LK terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai.

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil penelaahan dan penilaian yang
dilakukan oleh Biro Kepatuhan Internal pada tahun 2008.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Stakeholders Bapepam-LK yang meliputi dua
program Kkerja, yaitu survei periode 2008 dan survei periode 2009. Untuk Survei
Periode 2008, Biro Kepatuhan Internal telah mengirimkan sebanyak 597 set
kuesioner ke responden. Berdasarkan tanggapan responden tersebut, hasil dari
survei periode 2008 menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan Bapepam-LK
adalah baik yaitu dengan skor 76.35. Sementara untuk Survei Periode 2009, Biro
Kepatuhan Internal masih dalam proses penyelesaian.

Pelaksanaan pengelolaan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bapepam-LK
yang meliputi beberapa kegiatan utama, yaitu:

1) Penandatanganan Kontrak Kinerja Depkeu-One Bapepam-LK antara Ketua
dengan Menteri Keuangan.

2) Penandatanganan Kontrak Kinerja Depkeu-Two Bapepam-LK antara Ketua
dengan Para Pimpinan Unit Eselon Il di lingkungan Bapepam-LK.

3) Pelaporan secara berkala (triwulanan) Capaian IKU Depkeu-One dan Depkeu-
Two Bapepam-LK termasuk penyampaian capaian IKU Kontrak Kinerja
Bapepam-LK kepada Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka)
selaku Strategic Management Office (SMO) Departemen Keuangan.

4) Pelaksanaan Refinement Balanced Scorecard Depkeu-One dan Depkeu-Two
Bapepam-LK.

Pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko Bapepam-LK yang meliputi beberapa

kegiatan utama, yaitu:

1) Sosialisasi penerapan PMK Nomor 191/PMK.09/2008 tentang penerapan
manajemen risiko di lingkungan Departemen Keuangan kepada koordinator
dan administrator di setiap unit Eselon I, pejabat unit eselon Ill dan sebagian
pejabat unit eselon IV.

2) Penyusunan  petunjuk  teknis  pengisian lampiran PMK  Nomor
191/PMK.09/2008.
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3) Pelaporan profil risiko Bapepam-LK kepada Menteri Keuangan c.q Inspektur
Jenderal Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan.

4) Pelaporan profil risiko kepada setiap unit Eselon Il selaku Unit Pengelola Risiko
(UPR).
g. Peningkatan Capacity Building pegawai di Biro Kepatuhan Internal melalui:

1) Study Visit ke Financi al Service Agency (F
and Exchange Commission (SESC) di Tokyo, Jepang dari tanggal 9 s.d. 11
Juni 2009 yang diikuti oleh 5 orang pegawai Biro Kepatuhan Internal, dengan
difasilitasi oleh Japan Internasional Coorperation Agency (JICA) dan Asian
Development Bank.

2) Pelatihan yang terkait dengan internal audit bagi para pegawai di Biro
Kepatuhan Internal dengan materi sebagai berikut:

- Pelatihan Audit Kinerja untuk Sektor Publik

- Pelatihan Audit Fungsi SDM

- Pelatihan Menulis Laporan Internal Audit yang efektif

- Pelatihan Psikologi dan Komunikasi dalam Audit

- CIA Exam Preparation

- Pelatihan Managing Conflict untuk Auditor Internal

- Pelatihan Implementasi BSC untuk Fungsi Audit Internal

2. Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan Bapepam-LK

a. Pada tahun 2009 Bapepam-LK menerima 84 pegawai baru pendidikan S-1/S-2.
Dalam rangka memberikan pemahaman tentang tugas, pokok, dan fungsi serta
proses bisnis unit-unit di lingkungan Bapepam-LK, stakeholders Bapepam-LK,
serta pengembangan diri (team work dan preference exercises), maka Bapepam-
LK menyelenggarakan Graduate Program yang kegiatannya meliputi :

1) Program Orientasi (Induction) bagi para pegawai baru di lingkungan Bapepam-
LK, Kkegiatan ini dilaksanakan untuk menekankan pentingnya pegawai
Bapepam-LK untuk bersikap profesional dan menjaga amanah sebagai
pelayan masyarakat;

2) Program Secondment yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih
detail tentang tugas pokok dan fungsi, dan keterkaitan bisnis proses dari
Biro/Sekretariat Badan;

3) Seminar bagi pegawai baru S1/S2 yang bertujuan sebagai wahana bagi CPNS
untuk saling bertukar pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis proses
unit kerja masing-masing.

b. Pembangunan Assessment Center di lingkungan Bapepam-LK dan melaksanakan
Assesment kepada para pejabat eselon IV. Sampai dengan bulan Desember 2009,
Bapepam-LK telah melaksanakan 7 (tujuh) batch Assessment kepada 77 (tujuh
puluh tujuh) pejabat eselon IV di lingkungan Bapepam-LK. Selain itu, untuk
mendukung pembangunan Assessment Center, Bapepam-LK juga telah
melakukan pelatihan assessor untuk menambah jumlah assessor yang
bersertifikat;

c. Pada tahun 2009 Bapepam-LK telah melakukan Leadership Training untuk semua
pejabat eselon IV. Adapun outcome yang diharapkan dari program tersebut adalah
untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kepemimpinan dan manajemen
yang efektif dalam suatu organisasi. Dalam pelaksanaannya Bapepam-LK dibantu
oleh Konsultan SDM-TAMF, Ausaid.
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d. Pada bulan November-Desember 2009 Bapepam-LK menyelenggarakan Diklat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pola 100 Jam Pelatihan dan Penyegaran
Pola 22 Jam Pelatihan. Adapun tujuan pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapepam-LK agar mempunyai
keterampilan dan wewenang penyidikan dalam hal penegakan UU Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal,

e. Pada bulan September-November 2009, Bapepam-L K t el ah mel akukan i

Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal & Lembaga Keuangan dan Program

Penjajakan Minat dan Karir Bapepam-L K d i Universitas Ter kemuk
Tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

akademisi terhadap keberadaan dan peran aktif institusi Bapepam-LK di dalam
perkembangan pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia, dan

memperkuat sumber daya internal di Bapepam-LK. Adapun universitas yang

dikunjungi terkait dengan program tersebut adalah :
- Universitas Andalas, Padang;
- Universitas Sriwijaya, Palembang;
- Universitas Bengkulu, Bengkulu;
- Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto;
- Universitas Jember, Jember;
- Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin;
- Universitas Mataram, Mataram;
- Universitas Udayana, Bali.

f. Pada bulan Desember 2009 Bapepam-LK menyelenggarakan Seminar Persiapan
Pensiun dengan temapafSeRuerrncaabha kiKe i. duTuj uan
tersebut adalah memberikan masukan atau wawasan bagi para pegawai di
lingkungan Bapepam-LK yang akan memasuki masa purnabakti dalam mengisi
kegiatan yang dapat menunjang secara finansial. Adapun peserta dari seminar
tersebut adalah pegawai Bapepam-LK yang akan pensiun pada tahun 2010 s.d.

2013.

3. Pelayanan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan

a. Bidang Pasar Modal

Sepanjang tahun 2009, Bapepam-LK telah menerima 21 kunjungan dari Perguruan
Tinggi/Sekolah. Bapepam-LK telah menerbitkan surat keterangan riset kepada 45
pihak yang telah melakukan penelitian tentang pasar modal di Bapepam-LK, serta
melayani 310 pihak yang datang langsung ke Bapepam-LK untuk mendapatkan
informasi dan penjelasan, 652 pertanyaan masyarakat mengenai pasar modal
melalui telepon dan 409 pertanyaan melalui email.

Selama tahun 2009, Bapepam-LK juga telah mengirimkan pembicara atau
narasumber dalam kuliah umum sebanyak 5 kali, seminar sebanyak 6 Kkali,
workshop sebanyak 3 kali (terdiri dari workshop wartawan 2 kali, dan workshop
WAPERD 1 kali), serta telah berpartisipasi dalam pameran pasar modal dan
lembaga keuangan non bank sebanyak 4 kali, dan layanan Pojok Pasar Modal di
kampus yang sedang mengadakan seminar sebanyak 4 kali.

Dalam rangka sosialisasi dan edukasi pasar modal dan lembaga keuangan non-
bank, dalam tahun 2009 ini Bapepam-LK telah melaksanakan kegiatan Roadshow
Campus to Campus untuk memperkenalkan industri pasar modal dan lembaga
keuangan non-bank kepada civitas akademika yakni:

- Universitas Andalas, Padang;
- Universitas Sriwijaya, Palembang;
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- Universitas Bengkulu, Bengkulu;

- Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto;

- Universitas Jember, Jember;

- Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin;

- Universitas Mataram, Mataram;

- Universitas Udayana, Bali;

- Universitas Ciputra, Surabaya (bersama SRO);

- Universitas Bandar Lampung, Lampung (bersama SRO); dan
- Universitas Atmajaya, Jogyakarta (bersama SRO).

Pada tahun 2009 Sekretariat Badan melalui Sub Bagian Pengaduan telah
menerima sejumlah 315 pengaduan baik secara langsung (dari 46 pihak) maupun
tertulis baik melalui surat, fax maupun email (dari 269 pihak) dimana seluruh
pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh biro teknis terkait. Adapun substansi
pengaduan yang diterima mayoritas terkait dengan kasus PT Sarijaya Permana
Sekuritas (SPS).

Selama tahun 2009 Bapepam-LK juga menangani 31 pengaduan nasabah terkait
dengan 18 Perusahaan Efek. Dari 31 pengaduan tersebut, 11 pengaduan
ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan teknis lapangan (on-site inspection)
dan 20 pengaduan lainnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis di kantor
Bapepam-LK (off-site inspection).

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan, ditemukan beberapa
pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal yang
dilakukan oleh 7 Perusahaan Efek terkait dengan 13 pengaduan nasabah.
Pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Biro Pemeriksaan dan Penyidikan
untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini dari 31 pengaduan nasabah yang ditangani selama tahun 2009, 26
pengaduan nasabah telah selesai diproses, sedangkan 5 pengaduan masih dalam
proses penanganan.

Bidang Dana Pensiun

Sampai dengan Desember 2009, Bapepam-LK telah menerima 91 pengaduan
terkait dengan Dana Pensiun dan melayani 759 permintaan informasi data serta
informasi lainnya seperti peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun
dan penanganan data digital Dana Pensiun.

Pelayanan Informasi Pelayanan Pengaduan
MW Surat Langsung B Surat
B Surat Tembusan Langsung
MW Surat
M Telpon Tembusan
Datang langsunc M Telpon
Email Datang
langsung
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PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Perasuransian

Sampai dengan 29 Desember 2009, terdapat 372 perusahaan perasuransian di
Indonesia yang terdiri dari 144 perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan
228 perusahaan penunjang usaha asuransi. Struktur pasar perasuransian secara
lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Jenis Usaha Jumlah
Perusahaan Asuransi 144

Perusahaan Asuransi Jiwa 46

Perusahaan Asuransi Kerugian 89

Perusahaan Reasuransi 4

Perusahaan Penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Jamsostek 2

Perusahaan Penyelenggara Asuransi untuk PNS dan TNI/ POLRI 3
Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi 160
Penilai Kerugian 28
Konsultan Aktuaria 27
Agen Asuransi 13
Total 372

Pemberian dan pencabutan ljin Perusahaan Perasuransian

Selama tahun 2009, Bapepam-LK telah memberikan izin baru kepada 7 perusahaan
perasuransian serta melakukan pencabutan izin usaha terhadap 7 perusahaan

perasuransian dengan rincian sebagai berikut:

Pemberian Izin Perusahaan Perasuransian ‘

Nama Perusahaan

Bidang Usaha

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Asuransi Jiwa

PT Cipta Integra Duta

Pialang Asuransi

PT Terraspan Indonesia

Pialang Asuransi

PT Holmes Reinsurance Brokers

Pialang Reasuransi

PT Pramayasa Vaisha Adjuster

Penilai Kerugian Asuransi

PT Supardi Mitra

Agen Asuransi

PT Daya Proteksi Agency

Agen Asuransi

Pencabutan lzin Perusahaan Perasuransian

Nama Perusahaan

Bidang Usaha

PT Indo Trisaka

Asuransi Kerugian

PT Metanoia Mulia Sejahtera Reinsurance Brokers

Pialang Reasuransi

PT Tiara Okta Pratama

Pialang Asuransi

PT Anserv Prima Pacific

Pialang Asuransi

PT Upaya Jatama Sempurna

Pialang Asuransi

PT VIG Indonesia

Pialang Asuransi

PT Buana Proteksi Prima

Pialang Asuransi
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C.

Kekayaan, Investasi, Premi, dan Klaim Perusahaan Asuransi

Selama lima tahun terakhir, kekayaan yang dimiliki dan investasi yang dihasilkan
oleh perusahaan asuransi selalu mengalami pertumbuhan. Premi yang didapat juga
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Meningkatnya pendapatan premi
perusahaan asuransi diimbangi dengan meningkatnya klaim yang dibayarkan. Data
mengenai pertumbuhan kekayaan, investasi, premi, dan klaim secara lengkap
disajikan dalam tabel berikut:

Perusahaan Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi Kerugian dan Reasuransi
dalam Triliun Rupiah
Tahun Tahun
Keterangan Triwulan IlI|  Keterangan Triwulan 1l
2005 | 2006 | 2007 | 2008 2009 * 2005 | 2006 | 2007 | 2008 2009 *
Kekayaan 53,9 71 |102,1|102,4 131,8 |Kekayaan 22,4 25 29,8 | 34,8 37,3
% Pertumbuhan 20% | 32% | 44% |0,30% 29% % Pertumbuhan 11% | 12% | 19% |17,00% %
Investasi 454 | 62,2 | 91,7 | 90,7 118,9 Investasi 149 | 171 20 23,9 26,4
% Pertumbuhan | 25% | 37% | 47% | -1% 31% % Pertumbuhan 9% | 14% | 17% | 19% 10%
Premi 223 | 275 | 456 | 50,4 59,9 Premi 16,1 | 16,6 | 189 | 23,6 26
% Pertumbuhan | 22% | 23% | 66% | 11% 19% % Pertumbuhan | 13% | 3% | 14% | 25% 10%
Klaim 11,2 | 146 | 19,7 | 315 38,4 Klaim 7,7 7,8 9,5 10 12,8
% Pertumbuhan | 28% | 30% | 35% | 60% 22% % Pertumbuhan | 48% | 1% | 21% 6% 27%

* Premi dan Klaim Triwulan 111 2009 disetahunkan

Seluruh Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

dalam Triliun Rupiah

Tahun
Keterangan -
2005 2006 2007 2008 Triwulan 11l 2009 *
Kekayaan 76,3 96 131,9 137,2 169,1
% Pertumbuhan 17% 26% 37% 4% 23%
Investasi 60,3 79,3 111,7 114,6 145,3
% Pertumbuhan 20% 32% 41% 3% 27%
Premi 38,4 44,1 64,5 74 85,9
% Pertumbuhan 18% 15% 46% 15% 16%
Klaim 18,9 22,4 29,2 41,5 51,2
% Pertumbuhan 36% 19% 30% 42% 23%

* Premi dan Klaim Triwulan Il 2009 (30 September 2009) disetahunkan

Pencatatan Produk Baru dan Persetujuan Kerjasama Pemasaran dengan
Bank (Bancassurance)

Selama tahun 2009, terdapat 367 produk baru yang telah dicatat oleh Bapepam-LK
dan satu produk yang dihentikan pemasarannya. Rincian pencatatan produk
asuransi baru adalah sebagai berikut:

Perusahaan Konvensional Syariah Jumlah
Asuransi Jiwa 247 16 263
Asuransi Kerugian 101 3 104

Total 348 19 367

Selain melakukan pencatatan produk baru, tahun ini Bapepam-LK juga telah
memberikan persetujuan pemasaran produk asuransi melalui kerjasama dengan
bank (bancassurance) dengan rincian sebagai berikut:
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Perusahaan Konvensional Syariah Jumlah

Asuransi Jiwa 84 4 88

Asuransi Kerugian 1 0 1
Total 85 4 89

d. Pengesahan Cadangan Premi Perusahaan Asuransi Jiwa
Dalam rangka kepentingan perpajakan, selama tahun 2009, Bapepam-LK telah
memberikan pengesahan cadangan premi kepada perusahaan asuransi jiwa
dengan rincian sebagai berikut:

Pengesahan Cadangan Premi

Keterangan
Tahun 2007 Tahun 2008 Total
Jumlah Perusahaan Asuransi Jiwa 7 15 22
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris

Perusahaan Perasuransian

Selama tahun 2009, Bapepam-LK telah melakukan Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian, dengan rincian

sebagai berikut:

Perusahaan Direksi Komisaris Jumlah

Asuransi Jiwa 49 34 83
Asuransi Kerugian 46 45 91
Asuransi Sosial 4 6 10
Reasuransi 2 1 3
Pialang Asuransi 36 27 63
Pialang Reasuransi 3 1 4
Agen 4 5 9
Penilai Kerugian 2 1 3

Total 146 120 266

Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian

Selama tahun 2009, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap 36
perusahaan (94,74% dari target) dan pemeriksaan khusus terhadap 7 perusahaan
(87,50% dari yang dicadangkan). Sedangkan pemeriksaan khusus kantor cabang
telah dilakukan terhadap 10 perusahaan (83,30% dari yang dicadangkan). Rincian
pelaksanaan pemeriksaan selama tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Keterangan Target/ Realisasi | Persentase
Dicadangkan

Pemeriksaan Rutin 38 36 94,74%
Asuransi Jiwa 8 7 87,50%
Asuransi Kerugian 12 11 91,66%
Reasuransi 2 2 100,00%
Asuransi Sosial 1 1 100,00%
Pialang Reasuransi 3 3 100,00%
Pialang Asuransi 12 12 100,00%
Pemeriksaan Khusus 8 7 87,50%
Pemeriksaan Khusus Kantor Cabang 12 10 83,30%
Total 58 53 91,38%
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g. Sanksi terhadap Perusahaan Perasuransian

Selama tahun 2009, masih banyak perusahaan perasuransian yang dikenakan
sanksi karena belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Rincian pengenaan,
pencabutan dan pembatalan sanksi terhadap perusahaan perasuransian adalah
sebagai berikut:

Asuransi | Asuransi | Pialang Pialang
— S Kerugian Jiwa RECEETE Asuransi| Reasurans Vol
1 | Sanksi Peringatan | 47 31 4 121 7 210
2 | Sanksi Peringatan Il 10 13 0 72 12 107
3 | Sanksi Peringatan IlI 3 7 0 14 3 57
4 | Pembatasan Kegiatan Us 0 2 0 12 0 14
5 Sanksi Peringatan | Otom 30 10 0 58 1 99
Sanksi Peringatan | dan
6 Terakhir 4 2 0 6 0 12
Sanksi Peringatan Il dan
! Terakhir 0 1 0 1 0 2
Pencabutan Sanksi
8 Peringatan | 23 19 2 29 3 76
Pencabutan Sanksi
9 Peringatan Il 3 1 0 16 2 22
Pencabutan Sanksi
10 Peringatan Il 2 0 0 7 0 9
Pencabutan Pembatasan
1 Kegiatan Usaha 0 1 0 4 0 =
Pencabutan Sanksi
12 Peringatan | dan Terakhir 3 0 0 4 0 7
Pembatalan Sanksi
13 Peringatan | 8 3 0 ® 0 16
14 | Penegasan Sanksi PKU 0 2 0 2 0 4
Total 133 92 6 331 28 640

h. Perkembangan di Bidang Peraturan

Selama tahun 2009, Bapepam-LK telah menyusun dan menerbitkan tiga peraturan,
dengan rincian sebagai berikut:

No. Peraturan Tanggal Tentang
Pedoman Perhitungan Batas
1 Peraturan Ketua Bapepam-LK 21 Januari | Tingkat Solvabilitas Minimum
No. PER-02/BL/2009 2009 bagi Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi
Sanksi Administratif Berupa
Denda dan Tata Cara
Peraturan Menteri Keuangan No. 22 April Penagihannya terhad_ap
2 79/PMK_.010/2009 2009 Perusahaan Asuransi, _
' Perusahaan Reasuransi atau
Perusahaan Penunjang Usaha
Asuransi.
Pedoman Penilaian Kemampuan
3 Peraturan Ketua Bapepam-LK 24 April dan Kepatutan bagi Direksi dan
No. PER-04/BL/2009 2009 Komisaris Perusahaan
Perasuransian
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i. Usaha Asuransi dengan Prinsip Syariah

Dari tahun ke tahun usaha asuransi dengan prinsip syariah terus mengalami
pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah perusahaan asuransi
dengan prinsip syariah dan perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah,
meningkatnya premi bruto dan peningkatan kekayaan perusahaan asuransi. Secara
lengkap perkembangan perasuransian syariah disajikan dalam kedua tabel berikut:

Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Perasuransian Asuransi

dengan Prinsip Syariah

No. Keterangan 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009%)
1 | Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 2 2 2 2 2
2 | Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah 1 1 1 1 1
3 Perusaha_an Asuransi Jiwa yang memiliki 8 9 13 12 17
Unit Syariah
4 Perusghaan Asura}n3| Kerugian yang 13 15 19 19 19
memiliki Unit Syariah
5 Perusaha_an Reasuransi yang memiliki 2 3 3 3 3
Unit Syariah
TOTAL 26 30 37 38 42

Market Share Usaha Asuransi dengan Prinsip Syariah 2007 - September 2009

dalam Milyar Rupiah

Xe REHEEEER 2007 Pre%gsr 4t 20099 | 2007 Kzlt%g 2009%) 2007 Kelz(gogan 2009%)
Seluruh Asuransi Jiwa 45.581,3050.434,98| 59.991,92 | 19.671,98 | 31.531,05| 38.449,59 |102.137,21|102.404,71| 131.826,80
| Asuransi Jiwa Syariah 51137 | 1.154,00 | 1.92503 | 19508 | 312,21 | 56414 | 1.020,20 | 1.151,48 | 182113
Presentase Asuransi Jiwa 112% | 229% | 321% | 099% | 099% | 1,47% | 1,00% 1,12% 1,38%

Seluruh Asuransi Kerugian &

. 18.917,67]26.933,80 | 26.030,08 | 9.491,08 | 9.914,72| 12.791,44 | 29.788,25 | 34.790,47 | 37.329,65
Reasuransi

Asuransi Kerugian & Reasuransi
Syariah
Presentase Asuransi Kerugian
dan Reasuransi Syariah

294,18 496,84 508,23 118,4 180,1 264,53 491,61 701,81 780,32

1,56% 1,84% 1,95% 1,25% 1,82% 2,07% 1,65% 2,02% 2,09%

Seluruh Asuransi 64.498,97(77.368,78(86.022,00 [ 29.163,06 | 41.445,77|51.241,03| 131.925,46 | 137.195,18 | 169.156,45
Asuransi Syariah 805,55 1650,84 | 2433,26 313,48 492,31 828,67 1511,81 1853,29 2601,45
Presentase Asuransi Syariah 1,25% 2,13% 2,83% 1,07% 1,19% 1,62% 1,15% 1,35% 1,54%

2. Dana Pensiun

A. Perkembangan Industri Dana Pensiun

a. Selama tahun 2009, Bapepam-LK telah mengesahkan 4 pengesahan
pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) baru, yaitu:

1) Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group;

2) Dana Pensiun PPIP Pusri;

3) Dana Pensiun luran Pasti BAT Indonesia; dan
4) Dana Pensiun Tirta Kamuning

b. Selain pengesahan pembentukan Dana Pensiun Baru, sepanjang tahun 2009,
juga terdapat pengesahan pembubaran Dana Pensiun, sebanyak 7 Dana
Pensiun, yang seluruhnya merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja. Dari 7
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Dana Pensiun yang bubar tersebut 6 Dana Pensiun diantaranya melanjutkan
program pensiunnya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Dengan demikian, total akumulasi pengesahan pembentukan dan pembubaran
Dana Pensiun sampai dengan 29 Desember 2009 dapat dilihat pada tabel
berikut ini:

DPPK
PPIP Jml

Uraian DPLK | Total

PPMP

Jumlah Dana Pensiun yang telah
memperoleh pengesahan Menteri 68 305 373 37 410
Keuangan

Surat Keputusan Pembubaran

Dana Pensiun 28 93 121 11 132

Jumlah Dana Pensiun Aktif 40 212 252 26 278

Keterangan:

PPMP adalah Program Pensiun Manfaat Pasti; PPIP adalah Program Pensiun
luran Pasti

Menurut hasil kompilasi Laporan Teknis Dana Pensiun tahun 2008 yang masuk
ke Bapepam-LK pada akhir Maret 2009 lalu diketahui bahwa total peserta
Dana Pensiun per 31 Desember 2008 telah berjumlah 2.559.112 orang, terdiri
dari 1.380.113 peserta DPPK dan 1.178.999 peserta DPLK. Keseluruhan
jumlah peserta Dana Pensiun tersebut meningkat 5,21% dari kondisi tahun
sebelumnya.

Sementara itu, total kekayaan Dana Pensiun pada semester | 2009 yang
didasarkan pada Laporan Keuangan Dana Pensiun Unaudit per 30 Juni
2009 telah berjumlah Rp102,5 triliun. Dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Dana Pensiun Jumlah Kekayaan (aktiva Bersih)

Rp89,2 Trilyun
Rp13,3 Trilyun
Rp102,5 Trilyun

Dari total kekayaan tersebut yang terserap dalam bentuk investasi, mencapai
Rp 97,9 triliun (95,5% dari total kekayaan Dana Pensiun), dengan rincian
sebagai berikut:

Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Total Kekayaan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun Jumlah Investasi (nilai wajar)

Rp84,8 Trilyun

Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Rp13,1 Trilyun

Total Investasi Dana Pensiun

Rp97,9 Trilyun
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g. Portofolio Investasi Dana Pensiun per 30 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

3.49%
4.55% B SBN

3.60%

W Saham

Obligasi

W Peny. Langsung, SPU, SB Li

W Reksadana, UPK

B Tanah dan Bangunan

B. Regulasi di Bidang Dana Pensiun

a. Di tahun 2009, Bapepam-LK telah menyelesaikan draft Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
513/KMK.06/2002 tentang Persyaratan Pengurus Dan Dewan Pengawas Dana
Pensiun Pemberi Kerja Dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun
Lembaga Keuangan, draft Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi
Kerja dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga
Keuangan, serta draft Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi
Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana
Pensiun Lembaga Keuangan.

b. Selain itu, menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor
199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun yang diterbitkan pada
akhir tahun 2008 lalu, pada tahun 2009 Bapepam-LK juga telah menyusun
draft Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
mengenai Bentuk dan Susunan Laporan Investasi Dana Pensiun. Peraturan ini
merupakan panduan kepada pelaku industri Dana Pensiun untuk melakukan
penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun yang wajib disampaikan sekali
dalam satu tahun. Peraturan ini juga merupakan perubahan dari Keputusan
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2344.

c. Terkait dengan rencana IAl (Ikatan Akuntan Indonesia) untuk merevisi PSAK
18, Biro Dana Pensiun juga telah melakukan diskusi dengan pihak I1Al.
C. Aktivitas Pengawasan
Sejak Januari 2009 sampai dengan 29 Desember 2009, Bapepam-LK telah:

a. memproses 109 permohonan pengesahan Menteri dengan penyelesaian
sebanyak 78 pengesahan dengan rincian sebagai berikut:

. . Masih Dalam
Uraian Selesai
Proses
Pembentukan Dana Pensiun 4 4
Perubahan Peraturan dana Pensiun 41 23
Pembubaran Dana pensiun 7 4
Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi 19 0
Pengesahan laporan penyelesaian likuidasi 7 0
Total 78 31
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melakukan pemantauan atas pengumuman pengesahan Menteri dalam Berita
Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk:

1) penyampaian surat Nomor S-221/BL/2009 tanggal 12 Januari 2009 kepada
39 Dana Pensiun yang memperoleh pengesahan pada tahun 2008 namun
belum menyampaikan copy pengumuman pengesahan dalam Berita
Negara; dan

2) pengadministrasian dokumen pengumuman pengesahan dalam Berita
Negara yang disampaikan oleh 67 Dana Pensiun.

mengadministrasikan 63 surat pernyataan Pemberi Kerja yang mengiur ke
DPLK;

melakukan pemeriksaan terhadap 44 Dana Pensiun dengan rincian: 41 Dana
Pensiun merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan 3 Dana Pensiun
lainnya merupakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

melakukan penyempurnaan manual pemeriksaan dengan mereview dan
melakukan kajian atas penerapan pedoman pemeriksaan Dana Pensiun
berbasis risiko.

melakukan pembahasan konsep penyusunan Rancangan Undang-undang
tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk kegiatan harmonisasi dengan
Undang-undang sektoral lainnya.

melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam rangka pelaksanaan
penegakan hukum di sektor jasa keuangan sesuai dengan Nota Kesepahaman
Bersama Nomor 810/LK/2005 dan Nomor Pol. B/699/I11/2005.

melaksanakan survey mengenai penerapan manajemen risiko Dana Pensiun.
Survey tersebut dilakukan terhadap 22 Dana Pensiun yang dipilih berdasarkan
pertimbangan variasi program yang dijalankan serta besar kekayaan yang
dikelola. Dengan demikian, kegiatan survey tersebut diharapkan dapat
mewakili industri Dana Pensiun secara keseluruhan.

melaksanakan 49 kegiatan analisis SPERIS (Sistem Pemeringkatan Risiko).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan analisis SPERIS yang
direncanakan berjumlah 50 selama tahun 2009. Selain itu dilakukan pula 28
kegiatan analisis yang dilakukan berdasarkan permintaan internal Biro Dana
Pensiun. Sementara itu, pada awal bulan Desember 2009, Bapepam-LK juga
melakukan analisis awal terhadap seluruh Dana Pensiun. Analisis awal
tersebut dijalankan secara otomatis menggunakan aplikasi analisis dasar
dengan sumber data laporan keuangan Dana Pensiun periode semester |
2009. Hasil analisis awal dimaksud antara lain digunakan untuk menentukan
Dana Pensiun yang akan dianalisis SPERIS di tahun 2010.

menerbitkan surat Nomor S-1420/BL/2009 tanggal 14 Februari 2009 kepada
seluruh Dana Pensiun Pemberi Kerja. Surat tersebut pada intinya meminta
kepada Pendiri Dana Pensiun untuk menyesuaikan arahan investasi Dana
Pensiun untuk mengacu pada ketentuan investasi yang baru (Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana
Pensiun).

melaksanakan pemantauan terhadap jumlah pengurus Dana Pensiun yang
memiliki sertifikat dan pengetahuan berkelanjutan di bidang Dana Pensiun.
Sampai dengan akhir Nopember 2009, jumlah pengurus yang telah memiliki
Sertifikat Pengetahuan di Bidang Dana Pensiun berjumlah 791 orang (93.72%)
dan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 53 orang (6,28%). Sertifikasi
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pengurus tersebut diterbitkan oleh lembaga independen vyaitu Lembaga

Standar Profesi Dana Pensiun.

melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (PTLP)
yang dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
mereview dan menginput dokumen tindak lanjut sebanyak 249 berkas;

melakukan penginputan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baru sebanyak

47 dokumen;

menyiapkan 124 surat permintaan dokumen kepada Dana Pensiun;
menyiapkan 71 surat perihal undangan rapat PTLP;

menyelenggarakan rapat PTLP sebanyak 55 kali rapat;

menyiapkan 32 surat mengenai penyelesaian LHP.

Selain itu sampai dengan saat ini masih terdapat 20 LHP yang masih dalam
proses pemantauan tindak lanjut pemeriksaan.

. Selama Tahun 2009, Bapepam-LK telah menerima 1568 laporan berkala Dana

Pensiun yang terdiri dari:

2009

No. Jenis Laporan Jatuh Tempo Jumlah
Penyampaian Penerimaan
Laporan
1. Laporan Keuangan SM Il Tahun 28 Februari 2009 277 laporan
2008
2. Laporan Investasi Tahun 2008 28 Februari 2009 73 laporan
(unaudit)
3. Laporan Teknis Tahun 2008 31 Maret 2009 277 laporan
4. Laporan Keuangan Tahun 2008 31 Mei 2009 276 laporan
(audit)
5. Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik 31 Mei 2009 252 laporan
atas Laporan Investasi Tahun 2008
6. Laporan Aktuaria Tahun 2008 31 Mei 2009 133 Laporan
7. Laporan Keuangan SM | Tahun 31 Agustus 2009 280 laporan

Selain menerima laporan berkala, selama periode Januari sampai dengan akhir
Nopember 2009 Bapepam-LK juga menerima 1085 Daftar Investasi Bulanan
dari Dana Pensiun yang memiliki total investasi di atas Rpl00 milyar.
Rekapitulasi penerimaan Daftar Investasi Bulanan dimaksud adalah sebagai

berikut:
Jumlah Daftar Investasi Yang Diterima

Bulan
DPPK DPLK Total
Jan 80 23 103
Feb 81 23 104
Mar 80 23 103
Apr 87 22 109
Mei 87 24 111
Jun 88 23 111
Jul 86 23 109
Agt 88 23 111
Sep 87 24 111
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Jumlah Daftar Investasi Yang Diterima

Bulan
DPPK DPLK Total
Okt 90 23 113
Nop 64 16 80
Des N/A 2
Jumlah 854 231 1085

1) Berdasarkan data yang masuk per tanggal 15 Desember 2009 Pkl. 16.00
2) Catatan: Daftar Investasi Dana Pensiun Bulan Desember, baru akan diterima paling lambat 15 Januari
2010.

Adapun gambaran portofolio investasi Dana Pensiun yang memiliki total
investasi di atas Rp100 milyar sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan
Oktober 2009 adalah sebagai berikut:

000.
Ul T B B B B B B B N |

80% -
60% -
40% -

20% -

0% -

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Okt
M Surat Berharga Pemerintah ® Tabungan, DOC, Dep. Berjangka, Srt. Dep
MW Saham Obligasi, Sukuk

Reksadana O KIK EBA, DIRE, KOS
W Saham Penyertaan M Tanah dan Bangunan

C. Aktivitas Pengawasan

a. Sepanjang tahun 2009, Bapepam-LK telah mengeluarkan sanksi administratif
berupa denda kepada 33 pendiri Dana Pensiun, dengan total denda senilai Rp
310.014.000,00 Sanksi administratif berupa denda tersebut terjadi karena
Dana Pensiun terlambat menyampaikan laporan berkala kepada Menteri
Keuangan.

b. Pada tahun 2009, Bapepam-LK untuk pertama kalinya melakukan pengalihan
denda piutang macet ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengan nilai
pengalihan sebesar Rp 31.518.000,00.

3.  Pembiayaan dan Penjaminan

a. Lembaga Penjaminan
Perkembangan Industri Penjaminan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Lembaga Penjaminan (Perpres). Tujuan Perpres tersebut adalah untuk mendorong
agar kegiatan usaha Lembaga Penjaminan dapat dilakukan secara prudent,
transparan, efesien, berkesinambungan, dan bermanfaat bagi masyarakat dan
perekonomian nasional. Sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 2 Tahun 2008
tentang Lembaga Penjaminan, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri
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Keuangan Nomor: 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan
Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

Saat ini di Indonesia terdapat 3 Perusahaan Penjaminan Kredit, Perum Jaminan
Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), PT Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia
(PT PKPI) dan PT Jamkrida Jatim. Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) dan PT PKPI adalah Perusahaan Penjaminan Kredit Swasta
sedangkan PT Jamkrida Jatim adalah perusahaan penjaminan kredit yang
sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah Jawa Timur dan baru saja
mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan pada bulan Desember 2009.

Berdasarkan data yang ada saat ini terdapat 11 kantor cabang dan 6 kantor
perwakilan Perusahaan Penjaminan Kredit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Saat ini, total aset Perusahaan Penjaminan Kredit per Oktober 2009 sebesar
Rpl1,44 triliun dengan outstanding kredit usaha produktif yang dijamin sebesar
Rp9,55 triliun dan outstanding kredit bukan usaha produktif yang dijamin sebesar
Rp53,37 triliun. Jumlah terjamin per Oktober 2009 yaitu sejumlah 50.544 terjamin
meningkat 135% dibandingkan jumlah terjamin per Januari 2009 yaitu sejumlah
21.474 terjamin.

Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan amanat
Perpres dan PMK, pada tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan khusus terhadap
3 kantor cabang Perusahaan Penjaminan yaitu Perum Jamkrindo di Semarang,
Bandung dan Medan. Biro Pembiayaan dan Penjaminan juga telah menyelesaikan
pembuatan Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Penjaminan Kredit dan
Penjaminan Ulang Kredit dan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Ketua
Bapepam-LK Nomor Per-05/BL/2009 pada tanggal 18 November 2009.

Biro Pembiayaan dan Penjaminan merencanakan pada akhir 2009 telah
menyelesaikan kajian RUU tentang Usaha Penjaminan. Diharapkan dengan kajian
tersebut akan menjadi dasar pembuatan RUU tentang Usaha Penjaminan dalam
rangka memberikan suatu perangkat hukum yang lebih kuat terhadap industri
penjaminan di masa yang akan datang.

Lembaga Pembiayaan Khusus
Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Dalam rangka mendorong pengembangan ekspor nasional, Pemerintah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI pada tanggal 12 Januari 2009. Dengan adanya
Indonesia Eximbank ini berarti Indonesia memiliki suatu bank exim atau sering
juga dikenal dengan istilah Export Credit Agency (ECA) dalam format yang sama
dengan yang dimiliki oleh negara lain, yaitu lembaga yang dapat memberikan
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi terkait ekspor. Modal awal Indonesia
Eximbank ditetapkan paling sedikit Rp 4 triliun yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan yang tertanam pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank
Ekspor Indonesia (BEI).

Sebagai lembaga yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah, Indonesia
Eximbank diharapkan dapat membantu memberikan pembiayaan di area yang
tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan (fill the market gap), seperti
pemberian fasilitas pembiayaan kepada pembeli di luar negeri untuk membeli
barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia (b u y e r 6 § Setain gudimndonesia
Eximbank juga dapat menyediakan pembiayaan untuk transaksi atau proyek yang
secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan komersial
maupun oleh Indonesia Eximbank sendiri, tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah
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untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional (national interest
account/NIA). Untuk mendukung peran strategis tersebut di atas, Indonesia
Eximbank mempunyai sifat sovereign status sehingga dapat mengakses sumber
pendanaan di pasar keuangan global dengan biaya yang relatif lebih rendah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang LPEI yang menyatakan bahwa
paling lama 9 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan Indonesia Eximbank
harus sudah beroperasi, maka Menteri Keuangan secara resmi telah menetapkan
tanggal 1 September 2009 sebagai tanggal dimulainya operasionalisasi Indonesia
Eximbank.

Sebagai peraturan pelaksananaan Undang-Undang LPEI, Menteri Keuangan pada
tanggal 31 Agustus 2009 telah menetapkan beberapa Peraturan Menteri
Keuangan, antara lain:

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan
dan Pengawasan LPEI,

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata
Kelola LPEI;

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen
Risiko LPEI;

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip
Mengenal Nasabah LPEI.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia,
Pemerintah mendorong peran serta pihak swasta termasuk lembaga keuangan
multilateral melalui mekanisme Public Private Partnership (PPP). Peran serta pihak
swasta tersebut diperlukan untuk memobilisasi sumber-sumber pendanaan untuk
membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Untuk mendukung keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan
proyek infrastruktur tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang merupakan
penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan. Selanjutnya, Menteri Keuangan pada tanggal 27 Mei 2009 telah
menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang
Perusahaan Pembiayaan Infrasruktur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tersebut,
kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi:

1) Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk pembiayaan infrastruktur;
2) Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau

3) Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan dengan
Pembiayaan Infrastruktur.

Selain itu, untuk mendukung kegiatan usaha tersebut di atas, perusahaan
pembiayaan infrastruktur dapat pula melakukan:

1) Pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk penjaminan untuk
Pembiayaan Infrastruktur;

2) Pemberian jasa konsultasi (advisory services);
3) Penyertaan modal (equity investment);
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4) Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan
infrastruktur; dan/atau

5) Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan
infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan telah menerbitkan izin usaha perusahaan pembiayaan
infrastruktur kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Lembaga Pembiayaan

Kelembagaan

1) Jumlah perusahaan

Pada akhir 2009, Bapepam-LK membina dan mengawasi 198 perusahaan
pembiayaan yang membawahi 2.187 kantor cabang di seluruh Indonesia.

a) lzin baru
Selama 2009, Bapepam-LK telah memberikan 2 izin usaha baru sebagai
berikut:
\[e} Nama Perusahaan Izin Usaha
1 | PT Hitachi Construction Machinery KEP-01/KM.10/2009 8
Finance Indonesia Januari 2009
2 - KEP-345/KM.10/2009
PT Anugerah Buana Central Multi Finance 16 September 2009

b) Pencabutan

Sedangkan untuk kegiatan pembinaan, telah dicabut 16 perusahaan
pembiayaan sepanjang tahun 2009. Daftar perusahaan pembiayaan yang
telah dicabut adalah sebagai berikut:

No Nama Perusahaan Izin Usaha

KEP-03/KM.10/2009
8 Januari 2009

KEP-04/KM.10/2009
8 Januari 2009

KEP-13/KM.10/2009
3 Februari 2009
KEP-48/KM.10/2009
31 Maret 2009
KEP-73/KM.10/2009

1 | PT Tridana Pratama Finance

2 | PT Primarindo Finance Corporation

3 | PT. Inti Karya Megah Finance

4 | PT Sahabat Multifinance

5 | PT Grand Pacific Tamara

15 April 2009
6 | PT Duta Kirana Finance Tbk Tgiﬂ;ﬁ% lég"-lO/ZOO9
7 | PT SG Consumer Finance Indonesia Tg&éizzlé'ég/'-lo/zow
8 | PT Evergreen Finance EEIF\)/I;Z% léS';/|-10/2009
9 | PT Putra Mandiri Finance ZEE&%‘;%;M-N/ZOW
10 | PT Eastern Finance gf?l;ﬁ426éggﬂ-10/2009
11 | PT Hanil Bakrie Finance Corporation T(I)Eigzui% };'\46185009
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c)

d)

KEP-284/KM.10/2009

12 | PT Kalimaya Perkasa Finance 24 Agustus 2009

KEP-354/KM.10/2009

1
3 | PT Putra Modern 29 September 2009

KEP-359/KM.10/2009

14 | PT Infiniti Finance 8 Oktober 2009

KEP-474/KM.10/2009

15. | PT Artha Persada Finance 21 Desember 2009

16. | PT Priska Prima Multifinance KEP-359/KM.10/2009

23 Desember 2009

Kantor cabang

Untuk perizinan pembukaan kantor cabang, telah diberikan izin pembukaan
kantor cabang baru sebanyak 287 kantor cabang bagi 32 perusahaan dan
telah juga dilakukan penutupan terhadap 4 kantor cabang bagi 2
perusahaan di tahun 2009.

Perubahan anggaran dasar

Selama tahun 2009, 19 perusahaan pembiayaan telah melakukan
perubahan modal dan 10 perusahaan pembiayaan telah berganti nama.
Bapepam-LK juga telah memproses 65 permohonan perubahan pengurus,
81 permohonan perpindahan alamat baik kantor pusat maupun kantor
cabang, dan 1 perubahan kegiatan dari yang hanya mempunyai izin sewa
guna usaha dan pembiayaan konsumen menjadi sewa guna usaha, anjak
piutang, dan pembiayaan konsumen.

Perkembangan Industri Lembaga Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas lembaga pembiayaan,
Bapepam-LK telah memantau perkembangan industri perusahaan pembiayaan
terutama dalam menghadapi perkembangan kondisi perekonomian sekarang ini.
Dari data perusahaan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa industri
perusahaan pembiayaan selama tahun 2009 dapat mempertahankan kinerjanya
sebagaimana kinerja di tahun 2008 dengan total aset mencapai Rp 169 triliun.
(data Oktober 2009)

Grafik 1
Total Aset Perusahaan Pembiayaan
(dalam triliun Rupiah)
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Dari total aset 169 triliun, 82 % aset merupakan piutang pembiayaan yang
didominasi oleh pembiayaan konsumen sebesar Rp 90 triliun, sewa guna usaha
sebesar Rp 47 triliun, anjak piutang sebesar Rp 2 triliun, dan usaha kartu kredit
sebesar Rp 1 triliun.
Grafik 2
Piutang Pembiayaan per Jenis Usaha
(dalam triliun Rupiah)
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Sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan terutama
berasal dari pinjaman sebesar Rp 100 triliun, penerbitan obligasi sebesar Rp 12
triliun, dan modal sendiri sebesar Rp 12 triliun.

Grafik 3
Sumber Pendanaan Perusahaan Pembiayaan
(dalam triliun rupiah)
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Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan
Komisaris Perusahaan Pembiayaan

Selama tahun 2009, Bapepam-LK telah melakukan penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper) terhadap 135 calon direksi dan calon komisaris
perusahaan pembiayaan yang mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian
kemampuan dan kepatutan dengan rincian sebagai berikut:

i 86 calon direksi; dan

9 49 calon komisaris

Dari jumlah tersebut, 4 orang calon direksi dan 7 orang calon komisaris dinyatakan
tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

d. Pemeriksaan

Penyampaian Laporan Keuangan Audit

Pada tahun 2009, Bapepam-LK telah memberikan sanksi berupa Surat Peringatan
Pertama sampai dengan Surat Peringatan Ketiga dan Pembekuan Kegiatan Usaha
terhadap Perusahaan Pembiayaan karena belum menyampaikan Laporan
Keuangan Audit tahun 2008 sampai dengan selambat-lambatnya akhir April tahun
2009 sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan No.
84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Rincian jumlah Perusahaan
Pembiayaan yang telah dikenakan sanksi adalah sebagaimana tercantum dalam
tabel berikut:

No Jenis Sanksi Jumlah Perusahaan
1. | Surat Peringatan Pertama 27
2. | Surat Peringatan Kedua 10
3. | Surat Peringatan Ketiga 6
4. | Pembekuan Kegiatan Usaha 1

Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2008
tentang Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan dinyatakan bahwa Menteri
berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan
Pembiayaan dan berdasarkan kewenangan tersebut Menteri melakukan
pemeriksaan terhadap Perusahaan Pembiayaan. Pada tahun 2009, Bapepam-LK
telah melakukan pemeriksaan terhadap 52 Perusahaan Pembiayaan berdasarkan
hasil analisis atas laporan periodik Perusahaan Pembiayaan, surat pengaduan dari
masyarakat, dan hasil monitoring atas pemenuhan ketentuan Perusahaan
Pembiayaan yang telah diperiksa pada tahun 2008. Pemeriksaan dilakukan
dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran
laporan periodik, menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang
Perusahaan Pembiayaan, dan memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan
keadaan perusahaan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166//PMK.010/2008 tentang Pemeriksaan
Perusahaan Pembiayaan.

Ruang lingkup pemeriksaan meliputi :

- Aspek kelembagaan;

- Aspek penyelenggaraan usaha (operasional);
- Aspek keuangan.

Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan
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Sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan yang telah dilakukan selama tahun 2009
terhadap 52 Perusahaan Pembiayaan, Bapepam-LK telah memberikan sanksi
berupa Surat Peringatan Pertama sampai dengan Ketiga, Pembekuan Kegiatan
Usaha, dan Pencabutan Izin Usaha terhadap Perusahaan Pembiayaan yang telah
melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang Perusahaan Pembiayaan.
Rincian jumlah Perusahaan Pembiayaan yang telah dikenakan sanksi adalah
sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No Jenis Sanksi Jumlah Perusahaan
1 Surat Peringatan Pertama 15
2 Surat Peringatan Kedua 9
3. | Surat Peringatan Ketiga 4
4 Pembekuan Kegiatan Usaha 4
5 Pencabutan Izin Usaha*) 2

*) PT SG Consumer Finance Indonesia dan PT Kalimaya Perkasa Finance

XI.  KERJASAMA KELEMBAGAAN

1. Kerjasama Kelembagaan Domestik

a. Penyelengaraan Annual Report Award

Penyelenggaraan ARA 2008 merupakan penyelenggaraan untuk ke delapan kali
dan merupakan kerja sama antara Bapepam-LK, Kementerian BUMN, Bank
Indonesia, Dirjen Pajak, Komite Nasional Kebijakan Governance, Bursa Efek
Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia. Jumlah peserta ARA 167 perusahaan di
mana sebanyak 43 perusahaan baik terbuka maupun tertutup merupakan peserta
yang baru pertama kali mengikuti ARA.

Sejalan dengan kondisi krisis yang terjadi di 2008, tema ARA 2008 adalah
OTransparansi I nf or masi Sebagai Upaya Me
Masyarakat Pada Masa krisisbo.

Kriteria penilaian ARA 2008 menekankan pengungkapan yang lebih rinci dan

penilaian yang lebih ketat atas kualitas keterbukaan dimana pengungkapan

mengenai pelaksanaan GCG oleh perusahaan mendapat porsi yang cukup besar.

Dan seperti halnya tahun-tahun sebelumnya penilaian ARA 2008 dilakukan oleh

Dewan Juri yang merupakan perwakilan dari tujuh penyelenggara ditambah dari

pihak luar seperti akademisi dan pengamat pasar modal dengan diketuai oleh

Bapak Mar 6i e Muhammad.

2. Kerjasama Kelembagaan Internasional

a. Kontribusi Bapepam-LK di ASEAN
Bapepam-LK terlibat dan berkontribusi aktif dalam forum ASEAN di bidang pasar
modal. Beberapa kegiatan di mana Bapepam-LK berpartisipasi di dalamnya dari
awal tahun 2009 sampai tanggal 29 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

1) The13"ASEAN Finance Ministersd Meeting (AFMM
AFMM merupakan pertemuan rutin para Menteri Keuangan di Kawasan
ASEAN untuk membahas berbagai masalah kerjasama diantara Negara-
Negara ASEAN, salah satunya mengenai perkembangan pasar modal dan
kebijakannya. Bapepam-LK telah menghadiri The 13™ ASEAN Finance
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2)

3)

4)

Mi ni st er sd Mepadaitangga 8(9AABriM2009 di Pattaya, Thailand.
Pada pertemuan tersebut, Indonesia diberikan kesempatan menyampaikan
hasil pertemuan G-20 tingkat Menteri yang berlangsung di London. Bapepam-
LK memberikan kontribusi informasi mengenai informasi G-20 dan bekerja
sama dengan BKF sebagai bahan pertemuan tersebut.

ASEANand ASEAN+3 Finance Ministersod Process
nhnance

Bapepam-LK telah menghadii ASEAN and ASEAN+3 Fi
Process Meeting di Phuket, Thailand pada tanggal 3-11 Maret 2009.
Pertemuan tersebut merupakan satu rangakain pertemuan antar working group
di bawah ASEAN+3, yaitu WC-CAL, WC-FSL, AIFM, WC-CMD, AFDM-WG,
ETWG, ABMI, dan CMI. Pada kesempatan itu, Bapepam-LK hanya mengikuti
pertemuan ETWG, ABMI Task Force, ABMI Steering Group, Taskforce on CMI
Multilateralisation, dan Group of Expert. Technical Working Group on
Economic and Financial Monitoring (ETWG) membahas perkembangan kerja
working group dalam analisis monitoring ekonomi dan keuangan. ABMI Task
Force dan ABMI Steering Group membahas mengenai isu-isu lain yang masih
belum terselesaikan pada pertemuan sebelumnya seperti mengenai masalah
struktur tata kelola (governance structure) dan pembahasan tujuan dan tugas
masing-masing taskforce pada tahun 2009 serta pembahasan hasil Task Force
1 sampai dengan 4 (TF 1-TF 4). Task Force on CMI Multilateralisation
membahas mengenai Surveilance System and Mechanism, Cricis
management, Credit Risk, dan isu-isu mengenai krisis keuangan saat ini.

Pada tanggal 14-16 September 2009 di Philipina, Bapepam-LK telah
menghadiri the 24™ Meeting of the WC-FSL/AFAS, dan AFDM-WG Meeting.
Pertemuan tersebut bertujuan membahas laporan perkembangan dari masing-
masing working group serta untuk membahas beberapa isu yang berkembang
saat ini serta meningkatkan partnership dan kerjasama diantara negara
anggota.

CGIM Technical Working Group Meeting

CGIM Technical Working Group Meeting merupakan working group di bawah
ABMI. Bapepam-LK telah menghadiri pertemuan di Bangkok, Thailand pada
tanggal 16-17 Juni 2009. pertemuan tersebut membahas anggaran dasar dan
rumah tangga yang merupakan dasar implementasi mekanisme CGIM.

ASEAN Capital Market Forum (ACMF)

Forum ini merupakan ajang pertemuan bagi pimpinan tertinggi regulator pasar
modal di kawasan ASEAN dalam memantau proyek-proyek pasar modal
ASEAN dalam tujuannya untuk mengintegrasikan pasar modal di kawasan
ASEAN.

Bentuk partisipasi Bapepam-LK dalam ACMF antara lain dengan menghadiri
pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh ACMF seperti:

Bapepam-LK telah menghadiri 10th ACMF Meeting yang diselenggarakan
pada tanggal 22 Januari 2009 di Thailand.

Bapepam-LK telah menghadiri Workshop on ASEAN Capital Markets-Moving
Toward AEC 2015 pada tanggal 22 s/d 23 Januari 2009 di Thailand.

Pada tanggal 17-18 Agustus 2009, Bapepam-LK telah menghadiri The 11th
ASEAN Capital Market Forum Meeting yang diselenggarakan di Thailand.
Bapepam-LK telah menghadiri the ACMF-GOE Meeting pada tanggal 26
November 2009 di Singapura yang merupakan pertemuan antara working
group ACMF dengan Group of Experts untuk membahas perkembangan kerja
masing-masing working group ACMF.
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5) ASEAN Forum on Natural Catastrophe Exposures in ASEAN
Bapepam-LK telah menghadiri ASEAN Forum on Natural Catastrophe
Exposures in ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN pada
tanggal 15-17 Juli 2009 di Singapura. Pertemuan tersebut bertujuan
menyediakan platform bagi profesional, regulator, dan perwakilan yang
berhubungan dengan industri asuransi mengenai asuransi bencana alam serta
ajang tukar informasi atas penelitian dan perkembangan terakhir yang
berkaitan dengan bencana alam dalam rangka meningkatkan kesadaran publik
dan pemahaman atas risiko dan dampak potensialnya.

6) World Capital Markets Symposium
Bapepam-LK telah menghadiri World Capital Markets Symposium yang
diselenggarakan pada tanggal 10 s/d 11 Agustus 2009 di Kuala Lumpur,
Malaysia. Pertemuan tersebut bertujuan untuk berbagi pandangan dan
perspektif mengenai permasalahan ekonomi saat ini yaitu dalam
menanggulangi krisis global. Selain itu, pertemuan tersebut mengagendakan
beberapa pembahasan mengenai issue-issue yang dihadapi pada krisis global
saat ini seperti global imbalances and the need for structural reforms, regional
stability mechanism, risk of protectionism, role of developing markets, the long
term trade-offs for the world economy, effectiveness of policy responses, Asi a6 s
role mitigating the effect of the crisis, role of emerging markets in the changing
financial landscape, dan regaining investor confidence.

7) The 12th Insurance Regulators Meeting (AIRM)
Bapepam-LK telah menghadiri pertemuan regulator asuransi se-ASEAN di
Vientiane, Laos pada tanggal 7-9 Oktober 2009. Pertemuan tersebut bertujuan
untuk untuk menetapkan platform asuransi mengenai isu-isu penyatuan dan
dalam menghadapi tantangan industri asuransi di kawasan ASEAN dalam
rangka memperkuat kerjasama lintas negara. Agenda yang dibahas dalam
pertemuan tersebut antara lain Pengembangan ASEAN Unified Form of
Statistics (AUFS), Pengembangan International Association of Insurance
Supervisors (IAIS), Implementasi dari protocol 5 on ASEAN Scheme of
Compulsory Motor Vehicle Insurance, dll.

8 The I nformal ASEAN Finance Ministersod Meet

Bapepam-LK telah menghadiri pertemuan informal Menteri Keuangan ASEAN
yang diselenggarakan pada tanggal 4 Oktober 2009 di Turkey. Pertemuan
tersebut membahas berbagai hal terkait dengan perekonomian dan inisiatif di
kawasan.

Kontribusi Bapepam-LK dalam APEC

Bapepam-LK berpartisipasi dalam beberapa kegiatan APEC sebagai berikut:

1) APEC Financial Regulators Training Initiative: Advisory Group Meeting yang
diselenggarakan di Manila, Filipina pada tanggal 7 Juli 2009.

2) APEC Capacity Building Activity Supporting the Development of Diversified and
Sound Institutional Investor Base yang diselenggarakan di Kuala Lumpur,
Malaysia pada tanggal 24-26 Maret 2009.

3) APEC Finance Mi ni st er 6 suildifgr Aaivitys syangCap ac i
diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 8-10 Juli 2009.

4) The 5th APEC Senior Finance Official Meeting, yang diselenggarakan pada
tanggal 16-17 Februari 2009 di Singapura.
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5) The 6™ APEC Senior Finance Officials Meeting (SFOM) yang diselenggarakan
pada tanggal 17-18 Juli 2009 di Singapura.

6) APEC Training Program fACapacity Buil
Structures for Private Pensions Systems, Funds, and Asset Management in the
Asia-P a c i, yang diselenggarakan pada tanggal 18-24 November 2009 di
Melbourne, Australia.

7) The 16th APEC Finance Ministers Meeting (AFMM) yang diselenggarakan pada
tanggal 10 - 15 November 2009 di Singapura.

Kontribusi Bapepam-LK dalam Internasional Organization of Securities
Commisions (I0SCO)

Keanggotaan Bapepam-LK dalam IOSCO sudah dimulai sejak tahun 1984 sebagai
Ordinary member karena status Bapepam-LK sebagai regulator pasar modal
Indonesia.

Beberapa kegiatan IOSCO yang telah diikuti Bapepam-LK antara lain:

1) 1 OSCO | TF As s e s gang diselahggardkanhpada tanggal 25-27
Februari 2009 di Mumbai, India. Pertemuan tersebut bertujuan untuk
menyediakan sebuah forum untuk bertukar ide dan pengalaman diantara penilai
yang potensial dan berpengalaman pada proses penilaian prinsip the 10SCO
Principles of Securities Regulations yang diakui sebagai salah satu standar
utama dunia untuk mengawasi pasar modal dan peraturannya.

2) The 2009 IFIE/IOSCO Investor Education Conference yang diselenggarakan di
Washington D.C, Amerika pada tanggal 2-3 Maret 2009. Pertemuan tersebut
bertujuan untuk sharing pengalaman dan mencari formulasi baru dalam
meningkatkan kualitas program edukasi pemodal.

3) IOSCO Asia Pacific Regional Committee (APRC) yang diselenggarakan di
Melbourne, Australia pada tanggal 23 Oktober 2009. Pertemuan tersebut
membahas berbagai isu aktual global yang dapat mempunyai dampak langsung
maupun tidak langsung terhadap industri keuangan khususnya pasar modal di
kawasan. Pertemuan tahunan APRC tersebut juga selalu dimanfaatkan untuk
meng-update para anggota hasil kerja dari seluruh Komite, Kelompok Kerja
(Working Groups) dan Gugus Tugas (Task Forces) di bawah payung IOSCO
sekaligus mendiskusikannya di antara para anggota.

4) 1 OSCO APRC Enf orcement yabg dislenggamkard di
Malaysia pada tanggal 4 Desember 2009. Pertemuan tersebut membahas
mendiskusikan isu dan tantangan terkait penegakan hukum yang dihadapi oleh
negara-negara anggotanya dalam melakukan investigasi dan penuntutan
pelanggaran di bidang pasar modal.

. Partisipasi Bapepam-LK dalam Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD)

OECD merupakan organisasi negara-negara di bidang kerjasama ekonomi yang
bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik di negara anggota.
Beberapa pertemuan yang telah diikuti oleh Bapepam-LK antara lain:

1) Bapepam-LK telah mengikuti 10" OECD ADBI Roundtable on Capital Market
Reform in Asia di Tokyo pada tanggal 2-3 Maret 2009. Kegiatan ini merupakan
acara rutin tahunan antar otoritas pasar modal se Asia yang difasilitasi oleh
OECD dan ADB Institute. Pertemuan tersebut membahas permasalahan yang
berhubungan dengan dampak krisis keuangan global di Asia. Isu yang akan
diagendakan dalam pertemuan tersebut antara lain adalah penyebab, dampak,
respon kebijakan dalam menghadapai krisis tersebut, dampak krisis keuangan
global di Asia dan bagaimana responnya, implikasi krisis tesebut pada jatuhnya
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pasar modal saat ini, regulasi pasar modal saat ini dalam menghadapi dampak
krisis tersebut, serta corporate governance.

2) Bapepam-LK telah mengikuti The ASEAN Task Force on Related Party
Transaction Meeting yang diselenggarakan pada tanggal 5-6 Februari 2009 di
Manila, Filipina. Pertemuan tersebut akan membahas mengenai permasalah
yang berhubungan dengan transaksi pihak yang berhubungan (Transaksi
hubungan istimewa).

3) Bapepam-LK telah mengirimkan wakilnya menjadi pembicara dalam 2"
Conference of the OECD International Network on Financial Management of
Large-Scale Catastrophe yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 September
2009 di Bangkok, Thailand. Konferensi tersebut membahas mengenai
perkembangan industri asuransi, khususnya dalam hal catastrophe insurance,
yaitu menghadapi ancaman pemanasan global, kesadaran akan bencana alam
dan pendidikan mengenai pengurangan risiko bencana, pemetaan bencana,
penilaian risiko, dan perlindungan asuransi dalam risiko bencana alam, dan
sekuritas yang dikaitkan dengan bencana dan peran pasar modal dalam
mendukung pertumbuhan kapasitas global untuk menyerap risiko bencana
alam.

4) Bapepam-LK telah mengirimkan wakilnya untuk menghadiri Asian Roundtable
on Corporate Governance (ARCG) pada tanggal 9 s/d 10 September 2009 di
Manila, Philipina. Pertemuan tersebut bertujuan mendukung pembuat keputusan
untuk meningkatkan corporate governance di kawasan Asia, bertukar informasi
dan pengalaman tentang agenda reformasi corporate governance di masing-
masing negara.

5) Bapepam-LK telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan Questioner Policy
Review Indonesia-OECD, khususnya untuk Chapter Investment Policy.
Bapepam-LK telah menghadiri beberapa pertemuan dan pembahasan serta
pengiriman bahan masukan dalam menyelesaikan Questioner Policy Review
Indonesia-OECD.

Kerja sama Bapepam-LK dengan Asian Development Bank (ADB)

ADB adalah organsasi keuangan ASIA yang mempunyai misi membantu negara
berkembang yang menjadi anggotanya untuk mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Sebagai negara anggota, Bapepam-
LK telah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan ADB, antara lain:

1) Bapepam-LK bersama dengan unit lain di Departemen Keuangan telah
menyelenggarakan ADB Annual Meeting di Bali pada tanggal 2 s/d 5 Mei 2009.

2) Bapepam-LK telah menyelenggarakan seminar dalam rangka persiapan sidang
A DB vy aRedional CGapital Market Integrationd0 y ang di sel enggar
Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009 dengan bekerjasama dengan Badan
Kebijakan Fiskal.

3) Bapepam-LK berpartisipasi dalam seminar regional :Derivatives and Structured
Products pada tanggal 22-26 Juni 2009 yang diselenggarakan oleh ADB di
Bangkok, Thailand.

4) Koordinasi untuk persiapan, kompilasi, dan negosiasi program loan ADB:
Capital Market Development Program Cluster Il selama tahun 2009.

Partisipasi Bapepam-LK dalam World Trade Organization (WTO)

WTO merupakan organisasi perdagangan internasional yang bertujuan untuk
mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di
antara Negara anggotanya dimana Indonesia merupakan salah satu anggotanya.
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Bapepam-LK telah berpartisipasi dalam organisasi WTO dengan melakukan
pembahasan perkembangan posisi Indonesia dalam organisasi tersebut. Selain
itu, Bapepam-LK juga berpartisipasi dalam Sidang Jasa WTO yang
diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 30 Maret-8 April 2009. Selain itu
Bapepam-LK juga berpartisipasi dalam Sidang Jasa WTO yang diselenggarakan di
Jenewa, Swiss 10-14 Oktober 2009.

Partisipasi Bapepam-LK dalam Asia Pacific Group (APG)

Asia Pacific Group adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1997
di Bangkok yang saat ini mempunyai 40 anggota dan sejumlah regional and
international observer. APG bertujuan meningkatkan komitmen negara anggota
untuk mengimplementasikan secara efektif standar internasional yang telah
diterima dalam rangka menanggulangi tindak pencucian uang dan pembiayaan
bagi kegiatan terorisme.

Bapepam-LK telah menghadiri APG 2009 Annual Meeting and Technical
Assistance Forum yang diselenggarakan pada tanggal 6-10 Juli 2009 di Brisbane,
Australia. Bapepam-LK bersama Delegasi Indonesia diberikan kesempatan untuk
memaparkan perkembangan dan tindak lanjut hasil APG Mutual Evaluation 2007
yang sudah diadopsi oleh setiap Negara.

Pada tanggal 17-21 Agustus 2009, Bapepam-LK telah mengirimkan seorang
wakilnya untuk berpartisipasi dalam APG Assessor Training Workshop 2009 di
Sydney. Training tersebut bertujuan untuk menghasilkan assessor yang akan
menjadi tim evaluator dalam mutual assesment yang dilakukan oleh APG kepada
negara-negara anggotanya. Adapun materi training yang akan disampaikan dalam
acara tersebut adalah terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang dan
penerapan prinsip mengenal nasabah bagi penyedia jasa keuangan (PJK) di pasar
modal dan lembaga keuangan non bank.

Partisipasi Bapepam-LK dalam Forum G-20

Forum informal yang mendukung keterbukaaan dan diskusi yang membangun di
antara industri dan negara yang melakukan penyatuan pasar mengenai isu yang
berhubungan dengan stabilitas ekonomi dunia. G-20 berkontribusi memperkuat
arsitektur keuangan dan menyediakan kesempatan untuk berdialog mengenai
kebijakan nasional, kerjasama internasional, institusi keuangan internasional, dan
G-20 juga mendorong serta membantu pertumbuhan negara anggotanya.
Partisipasi Bapepam-LK dalam forum G-20 adalah Bapepam-LK telah menghadiri
G-20 Accountancy Summit pada tanggal 23-24 Juli 2009 di London, Inggris.
Pertemuan tersebut membahas jawaban Working Group G-20 bulan Maret 2009
dan memberikan masukan atas pertemuan yang akan dilaksanakan pada bulan
September 2009.

Partisipasi Bapepam-LK dalam Forum Financial Sector Assessment Program
(FSAP)

FSAP merupakan program yang dikembangkan secara bersama oleh IMF dan
World Bank pada tahun 1999 untuk membantu anggotanya memperkuat sistem
keuangan dan pengawasan sektor keuangan. FSAP adalah suatu mekanisme
untuk menilai (assess) stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu
negara secara komprehensif dengan fokus pada kepatuhan terhadap kerangka
peraturan dan ketahanan sistem keuangan.

Bapepam-LK telah berpartisipasi dalam rapat-rapat pembahasan materi FSAP.
Selain itu, Bapepam-LK telah menyampaikan beberapa dokumen hasil update
terkait FSAP kepada World Bank, antara lain Update Self Assessment of IOSCO
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Principle; Update Self Assessment of IOSCO Recommendations for Securities
Settlement Systems (CPSS i IOSCO) Recommendations; Update ROSC on
Accounting & Auditing; Response to Questionnaire on ROSC AA; Update ROSC
on Corporate Governance; Update Self Assessment of ICP Principles.

Berkaitan dengan pelaksanaan FSAP tersebut, konsultan World Bank telah
melakukan sejumlah kunjungan ke Indonesia, yaitu:

1) ROSC on Accounting and Auditing, tanggal 9-24 Juni 2009 (dimana diadakan
juga A Roundtable Discussion on Strengthening The Quality of Audit in The
Context of ROSC on Accounting and Auditing di Hotel Borobudur, Jakarta
tanggal 17 Juni 2009), serta Kunjungan Second Mission pada tanggal 6-10
November 2009;

2) ROSC on Corporate Governance, tanggal 3-7 Agustus 2009;

3) FSAP Mission I, tanggal 6-15 Oktober 2009;

4) Assessment of CPSS-IOSCO Recommendations for Settlement System,
tanggal 14-17 Desember 2009.

Partisipasi Bapepam-LK dalam Foreign Investment Protection and Promotion
Agreement (FIPPA Indonesiai Canada)

FIPPA (Foreign Investment on Protection and Promotion Agreement) Indonesia -
Kanada adalah perjanjian kerjasama bilateral yang bertujuan untuk perlindungan
dan promosi penanaman modal asing melalui kesepakatan resmi yang mengikat
kedua belah pihak.

Sepanjang tahun 2009 Bapepam-LK terlibat dalam berbagai rapat antar
departemen pembahasan FIPPA Canada yang dipimpin oleh BKPM. Bapepam-LK
juga mengirimkan delegasi pada pada beberapa pertemuan, antara lain:

1) The 5™ Round Negotiation on Foreign Investment Protection and Promotion
Agreement between Indonesia i Canada tanggal 20 - 22 Maret 2009.

2) The 7™ Round Negotiation on Foreign Investment Protection and Promotion
Agreement between Indonesia - Canada tanggal 15 - 17 Juli 2009 di Bali.

Partisipasi Bapepam-LK dalam ACIA (ASEAN Comprehensive Investment
Agreement)

ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) adalah perjanjian regional
yang mengatur tentang investasi. ACIA merupakan tindak lanjut dari perjanjian AlA
(ASEAN Investment Area) dan ASEAN Agreement for the Promotion and
Protection of Investment yang ditandatangani di Philippine pada tanggal 15
Desember 1987. Tujuan utama dari ACIA adalah menciptakan rezim investasi
bebas dan terbuka di ASEAN dalam rangka mewujudkan integrasi ekonomi di
bawah AEC melalui liberalisasi progresif rezim investasi. Bapepam-LK terlibat akiif
dalam beberapa rapat pembahasan reservation list antar departemen yang
dipimpin oleh BKPM.

Partisipasi Bapepam-LK dalam Joint Study Group of Indonesiai India

Joint Study Group of Indonesiai India adalah studi kelayakan kerjasama antara
Indonesia dan India untuk melaksanakan perjanjian perdagangan bebas bilateral
antara kedua negara. Bapepam-LK terlibat dalam rapat antar departemen dan juga
memberikan berbagai masukan dan tanggapan sesuai dengan kewenangan
Bapepam-LK. Bapepam-LK juga terlibat dalam rapat pembahasan pada tanggal
10-11 Maret 2009 di Bogor, Jawa Barat.
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m. Partisipasi Bapepam-LK dalam ASEAN-China FTA

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang ditandatangani di Brunei,
pada tanggal 21 November 2001, merupakan perjanjian kerjasama antara negara-
negara anggota ASEAN dengan China dalam rangka mewujudkan perdagangan
bebas. ACFTA bertujuan untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan
antara negara-negara ASEAN dengan China yang merupakan negara dengan
populasi penduduk terbesar di dunia dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di
dunia.

Bapepam-LK terlibat dalam beberapa rapat inter-departemen mengenai
pembahasan revised offer Indonesia untuk negosiasi ACFTA yang akan
diberlakukan 1 Januari 2010. Selain itu, Bapepam-LK telah menyampaikan final
offer Indonesia untuk sektor Non-Banking kepada TKBJ.

n. Kerja Sama Bilateral

1) Kerjasama Bapepam-LK dengan Japan International Cooperation (JICA) telah
di s e p ddclanicadl Cooperation for Capital Market Developmentd dar i
2006 sampai dengan 2009. Pada tahun 2009, Bapepam-LK dan JICA
melakukan kegiatan antara lain:

a) Penyel enggar a almspettianrakdsBxammatiégn System in The
Stock Marketd pada t ad3Jgadri 2002 di Jakarta dengan nara
sumber Pemeriksa aktif dari Securities and Exchange Surveillance
Commission (SESC) i FSA Japan dalam rangka pertukaran pengalaman.

b) Pengiriman wakil Bapepam-LK untuk mengikuti Stock Exchange Seminar
fo ASEAN countries di Tokyo Jepang, 26 Mei - 13 Juni 20009.

c) Penyelenggaraan The 2nd Workshop on Enhancing Financial Accessibility

t ahun

forSMESsdengan Sttaupiyk Meeting on the Creation
for SMESO kerjasama JI| CA -LH pata tmnggalBla p 4 a m

Februari 2009 di Hotel Borobudur, Jakarta. Dihadiri oleh 150 peserta dari
kalangan Perusahaan Efek, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia,
Pemerintahan, Perusahaan Modal Ventura, Akademisi, Asosisasi UKM,
dan UKM dan pihak Jepang sebagai narasumber (Japan Securities Dealer
Association, Japan Venture Capital Association, Tokyo Stock Exchange).

d Penyel enggar aa2nd Studyr Mestingpo gn orfi the Creation of

AExercise Mar Wetmpadfaort a®%MdE& L JulB @Q009J u n i

bekerjasama dengan Bapepam-LK. Workshop ini dihadiri oleh 120 peserta
diskusi dari Pemerintahan, Bank Indonesia, Perusahaan Efek, Bank
Swasta, Akademisi, Asosisasi UKM, UKM, dan pihak Jepang sebagai
narasumber (Perusahaan Efek DO6Brain
Association).

e) JICA memfasilitasi program magang singkat di Financial Services Agency
of Japan pada tanggal 9 i 11 Juni 2009, Tokyo bagi beberapa pegawai
Bapepam-LK untuk mempelajari sistem Internal Audit.

f) Penyelenggaraan Workshopi 3 r d St udy Meet i ng pala
tanggal 27 Oktober 2009 bekerjasama dengan Bapepam-LK. Workshop ini
dihadiri oleh 100 peserta diskusi dari Pemerintahan, Bank Indonesia,
Perusahaan Efek, Bank Swasta, Akademisi, Asosisasi UKM, UKM, dan

Sect

Exerc

pi hak Jepang sebagai narasumber (Perusal

Japan Venture Capital Association).

g Penyel enggaraaf€ha%$é minmgars i or Devel
Fi nanci al paddaangga 11sDasember 2009 bekerjasama dengan
Bapepam-LK dan NRI (Nomura Research Institute). Workshop ini dihadiri
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2)

3)

4)

5)

oleh sekitar 75 peserta diskusi dari Pemerintahan, Bank Indonesia, Bank
Swasta, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan
Asosiasi di Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta pihak Jepang.

Kerjasama Bapepam-LK dengan Securities Commission of Malaysia

a) Melakukan pembahasan dengan perwakilan dari SC Malaysia yang
melakukan kunjungan ke Bapepam-LK perihal penanganan investor
complaint pada tanggal 27 Mei 2009.

b) Dalam rangka menindaklanjuti penandatangan Letter of Intent antara
Bapepam-LK dan SC Malaysia pada tahun 2008, Bapepam-LK menerima
kunjungan Delegasi SC Malaysia pada tanggal 27 1 28 Juli 2009 untuk
melakukan sharing informasi mengenai industri Reksa Dana pada masing-
masing jurisdiksi khususnya terkait produk berbasis syariah.

Kerjasama Bapepam-LK dengan USAid

Tim USAid melakukan scoping mission ke Bapepam-LK dan berdiskusi
mengenai program bantuan pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia
dalam kerangka Indonesiai Financial Intermediation And Regulatory Support (I-
First) sebesar US$15i 20 Juta untuk menjalankan program pada periode 2009
i 2014.

Kerjasama Bapepam-LK dengan Securities and Exchange Organization (SEO)
of Iran

Menindaklanjuti penandatangan MoU dengan SEO Iran, selain pertukaran
informasi mengenai pasar modal, delegasi SEO Iran yang berjumlah 17 orang
terdiri dari berbagai unsur di pasar modal Iran seperti: perusahaan efek,
emiten, hakim dan regulator berkunjung ke Jakarta untuk melakukan
pertukaran informasi terkait dengan perkembangan industri pasar modal pada
masing-masing jurisdiksi. Delegasi Iran melakukan kunjungan ke Bapepam-LK,
SRO, Perusahaan Efek, Emiten dan Kadin berlangsung pada tanggal 21 i 22
Juli 2009 ke Bapepam-LK.

Kerjasama Bapepam-LK dengan Australian Securities and Investment

Commission (ASIC)

a) Penyelenggaraan Workshop Investment Management Compliance
bekerjasama dengan ASIC, Bapepam-LK, ADB dan Australian Compliance
Institute yang dilaksanakan pada tanggal 19 i 23 Januari 2009.

b) Pengiriman wakil Bapepam-LK ke ASIC Summer School 2009 &
Secondment on 4 Subjects: Investment Management Compliance and
Licensing, Research on Investment Management, Media Liaison dan
International Requests yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari i 14
Maret 2009.

c) Workshop Investment Management kerjasama Bapepam-LK dengan ASIC
di Hotel Borobudur 7 Jakarta pada tanggal 11 Juni 2009 dan Gedung
Bapepam-LK pada tanggal 30 Juli 2009.

d) Pengembangan Kapasitas pegawai Bapepam-LK dalam bidang Investment
Management Compliance and Surveillance.

e) Penyusunan materi investor education dengan tujuan meningkatkan
pemahaman masyarakat atas investasi di pasar modal.

f) Penyelenggaraan Workshop Risk Management & Compliance bekerjasama
dengan ASIC, Bapepam-LK, ADB, Australian Compliance Institute, dan
TAMF pada tanggal 19-22 dan 26-29 Oktober 2009 di Jakarta dan
kunjungan CEO ACI ke Bapepam-LK pada tanggal 20 Oktober 2009.
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6) Kerjasama Bapepam-LK dengan Technical Assistance Management Facility

(TAMF)

a) Konsultan Change Management and Human Resources untuk program
pengembangan pegawai Bapepam-LK.

b) Pengiriman wakil Bapepam-LK ke IFSA Conference di Gold Coast, Brisbane
pada tanggal 5 7 7 Agustus 2009 dalam rangka meningkatkan peran
asosiasi Investment Management.

c) Konsultan untuk melaksanakan fungsi Auditor Surveillance di Bapepam-LK

d) Memfasilitasi dan mendukung kegiatan dengan donor lain, seperti
keikutsertaan pegawai Bapepam-LK dalam IFSA conference, ACI workshop
on Risk Management and Compliance

7) Kerjasama Bapepam-LK dengan Pemerintah Bangladesh
Bapepam-LK telah menerima kunjungan delegasi Privatisasi Komite
Pemerintah Bangladesh pada tanggal 28 Mei 2009 dalam rangka pertukaran
informasi mengenai proses privatisasi BUMN melalui pasar modal.

8) Kerjasama Bapepam-LK dengan Pemerintah Korea

a) Bapepam-LK telah menerima kunjungan delegasi Korean Development
Institute (KDI) sebagai perwakilan Ministry of Strategy and Finance of Korea
pada tanggal 30 Juni 2009 dalam rangka memberikan bantuan dalam
kerangka Knowledge Sharing Program. Bantuan tersebut akan diberikan
dalam bentuk joint-research.

b) Bapepam-LK ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan seminar
me n g e rDavielopmient of Financial System in Asia and Koreab y ang
diselenggarakan oleh Ministry of Strategy and Finance dan Korea Banking
Institute pada tanggal 28 Juni-10 Juli 2009 di Seoul, Korea Selatan.

c) Pada tanggal 29 September -12 Oktober 2009, Bapepam-LK telah
menghadiri undangan dari oleh Ambassador of the United States of America
di Jakarta, Indonesia, Cameron R. Hume, dalam Rule of Law Forum.
Adapun forum ini bertujuan untuk memperluas pemahaman akan konsep
rule of law diantara negara-negara dalam tahap pengembangan demokrasi,
disamping sebagai forum bertukar ide dan pengalaman dalam rangka
meningkatkan hubungan timbal balik antara para pemimpin di Indonesia
dan Amerika Serikat.

Bapepam-LK telah menghadiri Knowledge Sharing Program (KSP) for

Indonesia 2009 Policy Pyamdiselenggacakaa padad Wor k s

tangga 4-9 Oktober 2009 di Korea Selatan. Workshop ini ditujukan dalam
rangka membentuk dan meningkatkan kemampuan pengelolaan kebijakan
melalui pengalaman di Korea Selatan sebagai salah satu bagian dalam
rangkaian Knowledge Sharing Program (KSP) for Indonesia 2009.
9) Kerjasama Bapepam-LK dengan Australian Prudential Regulation Authority
(APRA)
Bapepam-LK telah melaksanakan 4 kali kegiatan internship dalam rangka
membangun sistem pengawasan berbasis risiko untuk industri perasuransian.
10) Lain-lain
a) Melayani permintaan informasi publik dari regulator asing seperti misalnya
ASIC, SEO Iran, ADB, SEC US, SEC Thailand, SC Malaysia serta dari
pihak asing lainnya.
b) Menerima kunjungan dari pihak asing seper t i Wo r Migsion Ba n k
Market Integrityd0 pada tanggal 19 Maret 2009,
pada tanggal 13-15 April 2009, DAIWA Securities SMBC pada tanggal 24
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